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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai tindak
lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam PERMENPANRB Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas
Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan
Keistimewaan, disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan di tahun anggaran 2024, Secara internal,
Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja masing-
masing unit di lingkungan Dit DDIOKK, Sedangkan secara eksternal, merupakan alat kendali,
alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi
Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan dalam rangka mewujudkan
good governance.

Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan diukur
berdasarkan capaian sasaran strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategis di dokumen
Perjanjian Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Tahun
2024 yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) telah terpenuhi dengan baik.

Dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, Direktorat DDIOKK, akan
selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik berkaitan dengan tugas dan fungsinya yaitu
merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta memberikan bimbingan teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi
khusus, dana tambahan infrastruktur, dan dana keistimewaan. Keyakinan untuk memperoleh
pencapaian yang lebih baik, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan
akan senantiasa berupaya melakukan perbaikan di segala bidang serta memberikan pelayanan
terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 12 Februari 2025
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan

Jaka Sucipta
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki visi yaitu “menjadi pengelola hubungan
keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan
pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian
Keuangan “Menjadi Penggerak Transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan
negara serta sektor Keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan
Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Juga menjadi Pengelola Keuangan
Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan
berkeadilan, Terdapat tiga misi DJPK dalam rangka mewujudkan visi tersebut, yaitu
meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan
berkeadilan; memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan
keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan realtime; serta mengembangkan proses bisnis inti
berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Untuk mencapai hal tersebut, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan
Keistimewaan (DDIOKK) mendukung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melanjutkan
dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan Pemerintah untuk mempersiapkan pondasi
yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju. Salah satu
bentuk reformasi kebijakan Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah
melakukan penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui penyusunan dan
pembahasan RUU HKPD bersama DPR RI, yang kemudian ditetapkan dengan UU Nomor 1
tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
yang mendukung upaya pemulihan ekonomi dan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi
sumber daya nasional yang efektif dan efisien.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, Direktorat DDIOKK
telah menetapkan 13 (Tigabelas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Kontrak
Kinerja (KK) Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Tahun 2024,
sebagai alat pengukur pencapaian kinerja selama tahun 2024 yaitu:

1. Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah;

2. Indeks Integritas Organisasi;

3. Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara;

4. Rasio TKD yang berbasis Kinerja terhadap TKD

5. Nilai Kinerja Regulasi Prioritas.

6. Persentase Formula Indikator daya saing dalam pengalokasian Insentif Fiskal.

7. Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD.
8. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindak lanjuti.
9. Persentase rekomendasi hasil Pengawasan ITJEN yang telah ditindak lanjuti.

10. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

11. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

12. Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK.

13. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.
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Dari 13 IKU Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tersebut,
pencapaian kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan sangat
baik. Hal ini ditunjukan dengan keberhasilan pencapaian target IKU Tahun 2024, dengan capaian
berada dalam status hijau dan berhasil memenuhi ekspektasi dengan nilai NKO 109,08.

Adapun besaran Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus
dan Keistimewaan Tahun 2024 sebesar 109,08 Pencapaian nilai NKO 2024 tersebut merupakan
hasil penghitungan dari keempat perspektif dalam peta strategis Direktorat Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2024 yaitu:

a. Bidang Stakeholder Perspective sebesar 109,35 (bobot 30%)

b. Bidang Customer Perspective sebesar 102,25 (bobot 20%)

c. Bidang Internal Business Process Perspective sebesar 109,40 (Bobot 25%)
d. Bidang Learning and Growth Perspective sebesar 113,91 (Bobot 25%).

Dari 13 Indikator Kinerja utama (IKU) yang ditetapkan, terdiri dari 8 (delapan) IKU
Cascading Peta dan 5 (lima) IKU Non Cascading Peta. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus dan Keistimewaan terus berupaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerjanya
dengan mengambil langkah-langkah strategis yang berpedoman terhadap peraturan yang
berlaku sehingga kinerja secara umum dapat tercapai sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.
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BAB | PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan merupakan salah

satu unit eselon Il di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang alokasi dan
pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana
keistimewaan, dan insentif fiskal sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat DDIOKK menyelenggarakan 8 (delapan)

fungsi, yaitu:

a.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan Dana desa, Pengelolaan
Keuangan Desa, Dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan,
dan insentif fiskal;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana
otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dana desa, dana
otonomi husus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana desa, dana otonomi
khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;

Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan
pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana
keistimewaan, dan insentif fiskal;

Pelaksanaan sinkronisasi dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur,
dana keistimewaan, dan insentif fiskal yang penggunaannya sudah ditentukan dengan
pendanaan lainnya;

Pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan.




B.STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut Direktorat Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan didukung oleh Tim sebagai berikut:
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa;
Tim Reguler Pengelolaan Keuangan Desa;
Tim Reguler Dana Otonomi Khusus;
Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan;
Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi DDIOKK; dan
Subbagian Tata Usaha.

@ ™~0oonoco
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Gb. Struktur Organisasi




C.ASPEK DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengemban tugas dalam pencapaian
sasaran strategis Kementerian Keuangan yang juga menjadi tugas Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Rencana Strategis
Kementerian Keuangan 2020-2024 yaitu di bidang pengelolaan fiskal yang sehat dan
berkelanjutan, pengelolaan belanja negara yang berkualitas, pengelolaan perekonomian daerah
dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, pengelolaan Sistem Informasi
Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan kebijakan hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, kapasitas daerah, perekonomian
regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi, dan
birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Dalam hal ini, Direktorat Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan berperan penting dalam mendukung
terselenggaranya 5 (lima) tugas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tersebut.

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan mendukung penuh
visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Di samping peran dalam Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2020-2024, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus dan Keistimewaan juga berperan dalam mewujudkan Nawa Cita ke-3 yaitu Membangun
Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah - Daerah dan Desa dalam Kerangka
Negara Kesatuan melalui program Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan serta
Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah.




D.SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan per
31 Desember 2024 adalah 64 pegawai dengan komposisi jumlah pegawai perempuan sebanyak
17 orang (26,5%) dan jumlah pegawai laki-laki 47 orang (73,4%). Adapun gambaran SDM di
lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dapat dijelaskan
ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan (grafik 1), golongan (grafik 2), sebaran
pegawai per eselon Il (grafik 3) dan tingkat pendidikan (grafik 4) dan kelompok usia (grafik 5).

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
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Grafik 1. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Jabatan
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
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Grafik 2. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Golongan

Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK
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3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon llI
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Grafik 3. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Unit Eselon Il / Tim Reguler

Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir
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Grafik 4. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia
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Grafik 5. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Kelompok Usia
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK
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E. SUMBER PENDANAAN

Pada tahun anggaran 2024 Direktorat DDIOKK memperoleh pendanaan sebagai

berikut:

TIM REGULER

PAGU

REALISASI

%

Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa 2.219.465.000 2.181.950.072 | 98,31%
Tim Reguler Pengelolaan Keuangan Desa 482.998.000 468.143.774 | 96,92%
Tim Reguler Insentif Fiskal dan 561.782.000 544.232.481 | 96,88%
Keistimewaan
Tim Reguler Otonomi Khusus 312.480.000 308.248.100 | 98,65%
Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi 1.880.618.000 1.873.586.101 | 99,63%
Subdirektorat Program dan Manajemen 101.830.000 89.055.857 | 87,46%
Pengetahuan
Direktorat DDIOKK 5.559.173.000 5.465.216.385 | 98,31%
Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat DDIOKK
Sumber: Diolah oleh Bagian Cankeu, DJPK
NO OUTPUT PAGU REALISASI %
1. Komunikasi, Edukasi, dan 3.024.462.000 2.957.235.034 | 97,78%
Standardisasi
2. Pengelolaan  Anggaran 627.343.000 609.778.500 | 97,20%
Pusat dan TKD
3. Perumusan Kebijakan 564.331.000 562.289.791 | 99,64%
Administratif
Penganggaran Pusat dan
TKDD
4. Formulasi Kebijakan 1.316.287.000 1.311.296.310 | 99,62%
Fiskal dan Sektor
Keuangan
5. Pengelolaan Organisasi 26.750.000 24.616.750 | 92,03%
dan SDM
Total Pagu 2.841.304.000 2.835.995.808 | 98,31%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan/Output

Sumber: Diolah oleh Bagian Cankeu, DJPK
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Selain pendanaan dari DIPA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan juga mendapatkan dukungan pendanaan dari
mitra pembangunan dalam hal ini, SKALA, ERAT dan World Bank.

MITRA
URAIAN OUTPUT TIM REGULER PEMBANGUNAN
Diseminasi Dana Desa Tim Reguler SKALA
Dana Desa
Implementasi dan Pemanfaatan Data Keuangan Tim Reguler SKALA
Desa berbasis elektronik dalam penghitungan Dana Desa
tambahan Dana Desa 2023 dan Dana Desa TA
2024
Perumusan kebijakan pengelolaan Dana Desa TA Tim Reguler SKALA
2024 Dana Desa
Penyusunan Penghitungan Indeks Risiko Iklim Desa | Tim Reguler World Bank
(IRID) Dana Desa (P3PD)
Pemeteaan Desa Remote Tim Reguler World Bank
Dana Desa (P3PD)
Integrasi Data Non Keuangan Desa secara Tim Reguler World Bank
Elektronik Dana Desa (P3PD)
Pengembangan Aplikasi SIKD-Otsus Tim Reguler SKALA
Dana Otsus
Terlatihnya pengelola Dan Tim Reguler SKALA
Otsus Dana Otsus
Terselesainya RAP Prov/Kab/kota Tim Reguler SKALA
Dana Otsus
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BAB 2
Perencanaan Kinerja

Bab ini mengeksplorasi filosofi Congklak, di mana
perencanaan matang, kerja sama, dan prinsip memberi
serta menerima menjadi kuncikeberhasilan. Seperti
Congklak, pengelolaan keuangan membutuhkan
strategl yang bijak untuk mencapal tujuan bersama.




BAB Il PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MiSl, DAN TUJUAN

Visi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan adalah mendukung
visi Direktorat jenderal perimbangan Keuangan “Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat
dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan
publik serta daya saing daerah dan juga mendukung visi Kementerian Keuangan, “Menjadi
Penggerak Transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor
Keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia
Maju menuju Indonesia Emas 2045”". Juga Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.
Dengan visi tersebut, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan
sebagai unit pengelola dan pelaksana dana transfer daerah bertekad untuk menjadikan
pelaksanaan dan pengelolaan dana transfer daerah yang profesional, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi di atas, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan
Keistimewaan mendukung misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu menerapkan
kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan dan memastikan belanja negara yang
berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus dan Keistimewaan mendukung misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang
melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta
Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif,

inklusif, dan berkeadilan.

2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan

keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan realtime.

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya

Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus dan Keistimewaan mendukung tercapainya tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

2. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.

3. Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang yang produktif, inklusif,

dan berkeadilan.

4. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama
dalam perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah
serta penguatan pemantauan dan evaluasi.

5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.




B. SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Direktorat Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus dan Keistimewaan (DDIOKK) menetapkan beberapa Program, sasaran
program, dan Sasaran kegiatan serta Sasaran Strategis yang tercantum dalam dokumen
rencana kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, pencapaian Visi,
misi, tujuan, dan program strategis Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan
Keistimewaan diimplementasikan dalam 5 (lima) sasaran program sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif

2. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat

3. Organisasi dan SDM yang optimal.

4. Insentif bagi daerah yang mendorong daya saing

5. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.

Dalam rangka implementasi program dan kegiatan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus dan Keistimewaan tahun 2024, telah ditetapkan 9 sasaran strategis dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun
2024 yang merupakan turunan dari sasaran program/kegiatan sebagaimana Tabel berikut:

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SASARAN STRATEGIS
1. | Kebijakan fiskal yang ekspansif | 1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
konsolidatif 2. Formulasi kebijakan fiskal yang optimal
2. | Alokasi Belanja Pusat dan TKD | 3. Belanja Negara yang Berkualitas dan
yang tepat Akuntabel

4. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat

5. Sinergi Perencanaan dan Penanggaran
Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

3. | Organisasi dan SDM yang Optimal | 6. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

4. | Insentif  Bagi Daerah  yang | 7. Insentif bagi daerah yang mendorong daya

Mendorong Daya Saing saing
5. | Pengendalian dan Pengawasan | 8. Pengelolaan keuangan yang optimal
Internal Yang Bernilai Tambah 9. Pengendalian dan pengawasan yang bernilai
tambah

Tabel 3. Sasaran Program/Kegiatan Direktorat DDIOKK Tahun 2024
Sumber: Diolah oleh Direktorat DDIOKK, DJPK - Indikator Kinerja Utama 2024
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C. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024
Peta Strategi

incm< T =—OMmMTwWw>IoTmM™™DT

Stakeholder
F3 2 —
® Fresden ]
» DPR I
= BPK
= Masyorakat |
\
Customef oo e e e e e e oo oo ---e—.—.-ee—ee
8 2
*gc:;'q h | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif
l Konsolidatif
Perencanaan dan Perumusan l'wgololunf
. 5
Internal | 4 T
Process | Formulasi Kebijakan V:;’:;:zr;':::mg Da:u
# | Fiskal yang Optimal Sai
\ ng
e e
Learning & 8

Tinggi

__________________________

--------------------------

|
I
Alokasi Belanja Pusat dan TKD |

yang Tepat dan Akuntabel I

S g

7
Pengendalian dan
Pengawasan Internal
yang Bernilai Tambah

Sinergi Perencanaan dan Il
Penanggaran Belanja «
Pemerintah Pusat dan TKD !

I
Pengelolaan Kevangan dan BMN yang !
Akuntabel :

- e o e o e e e e e e e e o e s e s e o e o

Gambar: Peta Strategis Direktorat DDIOKK Tahun 2024
Peta Strategi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Tahun 2024

di atas menggambarkan posisi 9 Sasaran Strategis didalam 4 kelompok perspektif balance
scorecard.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2024 terdapat 13 (tigabelas) Indikaetor Kinerja Utama
(IKU) yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 9 Sasaran Strategis dengan
rincian sebagai berikut:

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. | Belanja Negara yang Berkualitas dan | 1. Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah
Akuntabel Indeks Integritas Organisasi

2. Kebijakan fiskal yang ekspansif Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja
konsolidatif Negara

3. | Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Rasio TKD yang Berbasis Kinerja Terhadap
Tepat dan Akuntabel TKD

4. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Nilai Kinerja Regulasi Prioritas
Optimal

5. Insentif Bagi Daerah yang Persentase Formula Indikator Daya Saing
Mendorong Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal
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Sinergi Perencanaan dan
Penganggaran Belanja Pemerintah
Pusat dan TKD

7. Tingkat Sinkronisasi Perencanaan
Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan
TKD

Pengendalian dan pengawasan
internal yang bernilai tambah

8. Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP
dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti.
9. Persentase Rekomendasi

pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti.
10.Indeks Pengawasan Kerasipan Internal.

Hasil

Organisasi dan SDM yang berkinerja
tinggi

11. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
12. Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK

Pengelolaan
Akuntabel

keuangan yang

13.Persentase Kualitas Pelaksanaan
Anggaran




BAB 3

Bab Ini menelaah Congklak sebagal representasi
flosofis inklusivitas dan pemerataan, yang mewujud
dalam beragam bentuk di seluruh Indonesia sebagai
carminan kekayaan budaya Nusantara




BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang
didasarkan atas pola Balance Scorecard dan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian
sasaran strategi Direktorat Dana Desa, insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan yang selaras
dengan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kurun waktu
tahun 2020-2024. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang
lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik. Adapun
pencapaian IKU pada Direktorat Dana Desa, insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun
2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

OD
asara ateg 04 G€
024 Q4 2024
024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%) 109,35
1 Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel 109,35
la—-CP Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah 84 84 94,65 112,68
1b -CP Indeks Integritas Organisasi 100 100 106,02 106,02
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%) 102,25
02.00 Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif 109,58
2a-CP Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara 85 85 87,46 102,89
03.00 Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel 101,62
3a-CP Rasio TKD yang berbasis Kinerja TKD 7,43 7,43 7,55 101,62
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%) 109,4
04.00 Formulasi kebijakan fiskal yang optimal 120
4a - CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas 95 95 114,7 120
05.00 Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing 110
52— N Persentase_ Formula_l I_ndlkator Daya Saing dalam 12% 12% 13,20% 110
pengalokasian Insentif Fiskal
06.00 Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD 100
: Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

gl = el Belanja Pemerintah Pusat dan TKD Az Hls Hls oty
07.00 Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah 107,59
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Realisasi

KODE

Sasaran Strategis/IKU Indeks
SS/IKU g Q4 2024
Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN
fee S yang telah ditindaklanjuti 2L sl ShLEE oD o
Persentase rekomendasi hasil Pengawasan ITJEN yang
(Ll telah ditindaklanjut 98% 98% 100% 102,04
7c-N Indeks Pengawasan Kearsipan Internal 91 91 118,38 120
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%) 115,61
08.00 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi 116,88
8a—CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan 100 100 120 120
8b- N Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK 85 85 96,7 113,76
09.00 Pengelolaan keuangan dan BMN yang Akuntabel 110,93
9a- N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95,50% | 95,50% 105,94% 110,93

Dari sebelas (13) IKU yang menjadi indikator dalam Kontrak Kinerja Direktorat Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2024, terdapat 13 (tigabelas) IKU dengan
capaian IKU berada dalam status hijau. Rata-rata indeks capaian untuk tigabelas IKU tersebut
adalah sebesar 109,08 atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Pada stakeholder perspective, terdapat 1(satu) sasaran strategis, yaitu Belanja Negara yang
Berkualitas dan Akuntabel. Sasaran strategis tersebut diukur oleh 2 (dua) IKU, vyaitu Indeks
Integritas Organisasi dan Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah. Kedua IKU tersebut berhasil
mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh nilai indeks capaian masing-masing sebesar
106,02 dan 112,68, sehingga dengan bobot sebesar 30%, bidang stakeholder perspective
memberikan kontribusi nilai sebesar 109,35 terhadap Nilai Kinerja Organisasi.

Bidang kedua, yaitu customer perspective, terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu
Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif yang diukur dengan dua IKU, yaitu IKU Indeks
Efektivitas Kebijakan Belanja Negara dan Rasio TKD yang berbasis Kinerja terhadap TKD,
Kedua IKU tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh nilai indeks
capaian masing-masing sebesar 102,89 dan 101,62 sehingga dengan bobot sebesar 20%,
bidang Customer perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 102,25 terhadap Nilai Kinerja
Organisasi.

Dalam bidang internal process perspective, terdapat 4 (empat) sasaran strategis. Pertama,
Formulasi Kebijakan Fiskal yang optimal didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Nilai Kinerja Regulasi
Prioritas, IKU tersebut berhasil memperoleh realisasi sebesar 114,7 dari target 95 sehingga
mendapat indeks capaian sebesar 120.
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Sasaran strategi kedua adalah adalah Insentif Bagi Daerah Yang Mendorong Daya Saing
didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian
insentif fiskal, yang memperoleh realisasi sebesar 13.2% dari target yang telah ditetapkan
sebesar 12%, sehingga indeks capaian IKU sebesar 110

Sasaran strategi ketiga adalah Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah
pusat dan TKD terdiri dari satu IKU, yaitu Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran
Belanja Pemerintah Pusat dan TKD. dengan target sebesar 100% diperoleh realisasi sebesar
100% dan indeks capaian IKU 100.

Sasaran strategi keempat adalah Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai
Tambah terdiri dari 3 IKU, yaitu Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang
telah ditindaklanjuti dengan target sebesar 91% diperoleh realisasi sebesar 96,67% dan indeks
capaian IKU 100,74, IKUPersentase Rekomendasi hasil Pengawasan ltjen yang telah
ditindaklanjuti dengan target sebesar 98% diperoleh realisasi sebesar 100% dan indeks capaian
IKU 102,4. IKU Pengawasan Kearsipan Internal dengan target sebesar 91% diperoleh realisasi
sebesar 118,38 dan indeks capaian IKU 120.

Pada bidang Learning and Growth Perspective, terdapat 2 (dua) sasaran strategis. Pertama,
sasaran strategis Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi, terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu
Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dengan target sebesar 100 diperoleh realisasi sebesar
120 dan indeks capaian 120. IKU Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK dengan target sebesar
85% diperoleh realisasi sebesar 96,70% dan indeks capaian IKU 113,76.

Kedua, sasaran strategis pengelolaan keuangan yang Akuntabel, terdiri dari 1 (satu) IKU,
yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan target sebesar 95,5% diperoleh
realisasi sebesar 105,94% dan indeks capaian 110,93

Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat perspective di atas, diperoleh Nilai Kinerja
Organisasi (NKO) Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun
2024 sebesar 109,08 dan masuk dalam kriteria “istimewa” dengan range (100 < x < 120).

Grafik NKO Direktorat DDIOKK Tahun 2024

MNilai Kinerja Organisasi

120 N KO
115
110
105
100
Q= [T a1 2 a3 g
2023 20232 2024 2024 2024 20249

Sesuai hasil pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2024 Direktorat
Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan memiliki 4 komponen perspective, 9
sasaran strategis dan 13 indikator kinerja utama (IKU). Sampai dengan 31 Desember 2024
sebanyak 13 IKU berstatus warna hijau atau berhasil mencapai target.
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Ikhtisar Capaian IKU Direktorat DDIOKK
Tahun 2024

® Mencapai Target

Grafik Ikhtisar Capaian Kinerja

Berikut ini gambaran definisi, formulasi perhitungan, dan penjelasan capaian masing-masing
IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengabh:

1la-CP | Indeks Kuliatas Belanja Pusat dan Daerah

Kebijakan fiskal yang optimal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran
pemerintah. Penyusunan kebijakan/regulasi prioritas terkait dilakukan dalam rangka penguatan
desentralisasi fiskal dan pengoptimalan peran serta sumber daya DJPK.

IKU ini mengukur mengukur kualitas belanja negara dari sisi efektifitas dan efisiensi belanja
daerah yaitu Transfer ke Daerah. Nilai efektivitas dan efisiensi diukur dari
a. penyaluran, penyerapan atau output TKD tahun berjalan dengan objek pengukuran IKU
meliputi:
1) DAU yang telah ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan
pekerjaan umum.
2) DAK Fisik.
3) DAK Non Fisik
4) Dana Otonomi Khusus.

b. NKA PPA BUN TKD. IKU ini mengukur ketercapaian kinerja anggaran BUN oleh masing
masing PPA yang berasal dari kinerja keseluruhan KPA yang berada dalam kewenangannya
beserta kinerja pada PPA yang dilaporkan melalui aplikasi SMART BUN. Komponen NKA
PPA BUN mempunyai tujuan untuk memastikan kinerja perencanaan anggaran PPA BUN
optimal dan mengukur kualitas belanja pusat daerah dengan menghitung persentase atas
penyaluran TKD (Dana Otonomi Khusus Papua) dari RKUN ke RKUD dibagi dengan Pagu
Dana Otsus Papua. Serta dihitung dengan menghitung persentase atas penyerapan TKD
(Dana Otonomi Khusus Papua) atas Dana Otsus Papua yang telah diterima Pemerintah
Daerah di RKUD dibagi dengan Dana Otsus Papua yang telah disalurkan dari RKUN ke
RKUD.
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Formulasi perhitungan indeks integritas adalah sebagai berikut:

[ Realisasi IKU = (Capaian Efektivitas dan Efisiensi TKD + NKA PPA BUN)/2 }

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini mengukur ditetapkan menggunakan maximize,
dengan konsolidasi periode take last known value ini mendukung ketercapaian sasaran strategis
Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel dengan target sebesar 84 pada akhir tahun 2024
berhasil memperoleh realisasi sebesar 94,65 sebagaimana dijelaskan tabel berikut.

SS.1 Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel

Kemenkeu-

Ol 1a-CP Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

Target

Realisasi MAX/TLK

Capaian

Tabel Capaian Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

Sedangkan upaya untuk mencapai target IKU ini adalah:

1. Melakukan pendampingan penyusunan dan evaluasi RAP.

2. Melaksanakan FGD pemantauan atas kendala realisasi penyerapan pemda.
3. Melaksanakan pembinaan rutin kepada aparatur pengelola dana otsus.

Rencana aksi untuk pencapaian target IKU tahun 2025 antara lain:

1. Koordinasi dengan Tim Tl untuk mempercepat penyelesaian aplikasi SIKD Otsus Papua
modul penyaluran, modul pelaporan, dan modul monev, serta SIKD Otsus Aceh.

2. Melakukan bimbingan teknis penggunaan SIKD Otsus kepada aparatur pengelola dana
otsus.
Melakukan sosialisasi tentang tata kelola Otsus secara berkala.

Melaksanakan pemantauan dan pendampingan pemenuhan syarat salur dan progress

penyerapan anggaran di daerah secara berkala.
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1b-CP | Indeks Integritas Organisasi

Dalam pelaksanaan SPI pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), terdapat
4 unit yang menjadi sampel penilaian. Hasil survei tersebut kemudian dikonfirmasi melalui Focus
Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada zona wilayah Pusat dan 4 klaster (pejabat,
pelaksana, milenial, dan eksternal) yang dilaksanakan melalui video conference dengan prinsip
anonimitas. Kemudian, Tim Survei melakukan In-Depth Interview berupa wawancara dengan
perwakilan pejabat eselon Il yang dipilih secara acak untuk mendapatkan helicopter view atas
kondisi integritas di masing-masing unit eselon I.

Indeks Integritas merupakan IKU yang bertujuan untuk menilai tingkat integritas di
lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJPK berdasarkan penilaian dan pengalaman
dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).
Skema penghitungan indeks integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian yang
diperoleh dari penilaian internal, penilaian eksternal, pendalaman FGD. Penghitungan indeks
kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi untuk mendapatkan indeks yang mencerminkan
kondisi sesungguhnya. Penilaian integritas tersebut dilakukan kepada suatu insititusi dengan
mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak
langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara
transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu
institusi.

IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden
internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

IKU ini memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Survei penilaian integritas (oleh KPK yang disempurnakan oleh itjen)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan

mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun

tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas

secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan

rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi

Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI. Responden terdiri dari:

a. Internal: Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun
waktu 12 bulan pada unit sampel.

b. Eskternal: Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan
dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

2. Downgrade WBK (minimize).

3. Pencapaian WBBM.

Formulasi perhitungan indeks integritas adalah sebagai berikut:

"Capaian IKU = Komponen Penilaian A (Hasil Survei dan FGD) - Komponen Penilaian

B (Faktor Koreksi) + Komponen Penilaian C (Apresiasi)’

*Faktor Koreksi:
1. Keterjadian OTT/Fraud
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2. Hasil Audit Investigasi
3. Pengondisian
4. Informasi APH

*Apresiasi antara lain:
1. Penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil SPI
2. Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di UE1

* Keterangan: menyesuaikan teknik penilaian koreksi dan apresiasi oleh KPK”
Hasil laporan survei penilaian Integritas Kementerian Keuangan tahun 2024 menjadi
sumber data dukung capaian atas IKU ini.

Target dan Realisasi IKU - 1b-CP | Indeks Integritas Organisasi

Target Indeks Integritas Organisasi pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan
Pelaksanaan Transfer tahun 2024 sebesar 100. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut
adalah maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known dengan trajectory target secara
triwulanan. Hasil laporan survei penilaian integritas Kementerian Keuangan tahun 2024 menjadi
sumber data dukung capaian atas IKU ini.

Kemenkeu- SS: 1. Belanja Negara Yang Berkualitas

SIS 1b - CP Indeks Integritas Organisasi

Target

Realisasi MAX/TLK

Capaian

Tabel Capaian Indeks Integritas Organisasi

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini mengukur ditetapkan menggunakan maximize,
dengan konsolidasi periode take last known value ini mendukung ketercapaian sasaran stratagis
Belanja Negara yang Berkualitas dengan target sebesar 100 pada akhir tahun 2024 berhasil
memperoleh realisasi sebesar 106,02.

Tercapainya target Indeks Integritas Organisasi menunjukkan bahwa tujuan DJPK untuk
mewujudkan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien dapat tercapai.
Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya DJPK dalam menyelesaikan seluruh
tindak lanjut rekomendasi SPI tahun 2023 dan program-program anti korupsi yang dijalankan
selama tahun 2024 dalam rangka kegiatan pencegahan, serta pelaksanaan program-program
unit dalam rangka pemenuhan ZI WBK.

Tindakan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebagai
berikut:

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU ini adalah:

1) Mengikutseratakan pegawai Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan

Keistimewaan pada sosialisasi yang bertema integritas di Lingkungan DJPK;
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2)

3)

4)
5)
6)
7

8)

1)

2)
3)
4)

Pelaksanaan FGD Kerangka Integritas di Lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus dan Keistimewaan;
Sosialisasi Anti Korupsi dan Budaya Integritas bagi seluruh pegawai Direktorat Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan:

a. Pencanangan Keberlanjutan ZI WBK; dan

b. Penandatanganan Pakta Integritas Pimpinan DJPK;
Pegawai DDIOKK turut serta mengikuti Bimtek PMK Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan
Kementerian Keuangan;
Melakukan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi pada proses bisnis/layanan DDIOKK;
Pengisian dan pengumpulan dokumen bukti Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI WBK 2024
melalui aplikasi DIA,
Telah dilaksanakan Integrity Sharing Melalui Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)
"Internalisasi Budaya Antikorupsi di Lingkungan DJPK" di Lingkungan Direktorat DDIOK; dan
Telah dilaksanakan Internalisasi Capaian Pembangunan ZI WBK di Direktorat DDIOKK.

Rencana aksi untuk pencapaian target IKU tahun 2024 antara lain:

Melaksanakan sosialisasi/FGD/ THM/publikasi untuk menguatkan integritas di Lingkungan
Direktorat DDIOKK;

Berkoordinasi dengan Sekretariat DJPK dalam pelaksanaan Survey SPI 2024;
Berkoordinasi dengan Sekretariat DJPK dalam pelaksanaan ZI WBK Direktorat DDIOKK; dan
Melanjutkan rencana kerja Pembangunan ZI-WBK Direktorat DDIOKK.

Kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat DDIOKK dalam rangka penerapan manajemen
perubahan yaitu:

1) Pembentukan Tim Pembangunan ZI-WBK Direktorat DDIOKK. Penentuan anggota tim
dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas;
2) Penandatanganan Pakta Integritas, Piagam Manajemen Risiko dan Kontrak Kinerja;
3) Penyusunan rencana pembangunan ZI-WBK Direktorat DDIOKK;
4) Sosialisasi/Internalisasi/Publikasi Pembangunan ZI-WBK Direktorat DDIOKK melalui
berbagai media:
a) Pelaksanaan Townhall Meeting/Sosialisasi Direktorat DDIOKK secara berkala;
b) Pemasangan banner di ruang kerja Direktorat DDIOKK;
¢) Publikasi melalui media sosial;
d) Sosialisasi/publikasi melalui WA Group;
e) Pembuatan tagline, virtual background dan Logo Direktorat DDIOKK.
5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI-WBK. Pemantauan dan
evaluasi dilakukan dengan:
a) penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pembangungan ZI-WBK secara
bulanan;
b) pelaksanaan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi ZI-WBK secara triwulanan;
dan
c) penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan.




Program yang mendukung Gedsi/Perubahan lklim :
Inovasi Perubahan Iklim.

Sebagai dukungan terhadap isu penanganan perubahan iklim, Direktorat DDIOKK telah
berpartisipasi dalam kompetisi inovasi, dengan judul Kebijakan Afirmasi Dana Desa untuk
Mendukung Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Desa. Inovasi ini adalah sebuah
kebijakan yang mengusulkan Afirmasi Dana Desa dan/atau Alokasi Tambahan Dana Desa
berdasarkan tingkat risiko iklim yang dihadapi oleh setiap desa. Inovasi ini bertujuan untuk
mengarahkan lebih banyak dana kepada desa-desa yang rentan terhadap perubahan iklim,
seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Dengan menggunakan Indeks Risiko Iklim Desa
(IRID) sebagai dasar, pemerintah dapat memastikan bahwa desa-desa yang paling
membutuhkan mendapatkan dukungan keuangan yang memadai untuk melakukan upaya
mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini diharapkan dapat mengurangi dampak
negatif dari bencana iklim dan meningkatkan ketahanan masyarakat desa.

Inovasi ini dilatarbelakangi dengan berbagai indikasi yang menunjukkan bahwa bumi secara
global telah mengalami perubahan yang terkait dengan isu iklim, sehingga berdampak pada
kerusakan ekonomi makro sampai dengan enam kali lebih besar dari yang diperkirakan
sebelumnya. Dengan memanfaatkan variabilitas suhu global alami, ditemukan bahwa
pemanasan 1°C mengurangi PDB dunia sebesar 12% (National Bureau of Economic Research,
2024). Dalam skala lokal, kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana yang didominasi
bencana hidrometeorologi mencapai Rp22,8 triliun per tahun dan telah menimbulkan korban jiwa
hingga 1.183 orang dalam sepuluh tahun terakhir (Bappenas, 2023). Sejalan dengan estimasi
Bappenas, BKF mencatat risiko kerugian ekonomi langsung akibat bencana alam mencapai
Rp20-50 triliun per tahun dan akan terkena dampak sebesar 0,66-3,45% dari PDB pada tahun
2030 karena perubahan iklim.

Pada tingkat desa, sebanyak 27.056 desa (36,2% dari total desa) mengalami bencana alam
setiap tahun (PODES, 2021). Kondisi ini berdampak pada tingkat kemiskinan karena satu dari
sepuluh penduduk Indonesia rentan jatuh miskin akibat bencana alam.

Secara umum, respon yang dilakukan menghadapi perubahan iklim adalah melalui mitigasi
dan adaptasi. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program lintas
sektoral, baik melalui APBN maupun APBD. Dalam implementasinya, belum ada kebijakan
berupa dukungan pendanaan langsung kepada pemerintah desa.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan terkait program penangan
perubahan iklim di desa, yaitu:

1) belum terpadunya program penanganan perubahan iklim pada tingkat desa;

2) belum adanya mekanisme intervensi kebijakan pendanaan perubahan iklim pada tingkat
desa;

3) belum ada metode baku untuk penandaan anggaran iklim (climate budget tagging) dalam

APBDes berdasarkan pendekatan adaptasi dan mitigasi; dan
4) belum tersedianya capaian output penanganan perubahan iklim pada tingkat desa yang

terukur dan berkontribusi pada penangan perubahan iklim nasional.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan terkait program penangan
perubahan iklim di desa, yaitu:

1) belum terpadunya program penanganan perubahan iklim pada tingkat desa;




2)

3)
4)
5)

belum adanya mekanisme intervensi kebijakan pendanaan perubahan iklim pada tingkat
desa;

belum ada metode baku untuk penandaan anggaran iklim (climate budget tagging) dalam
APBDes berdasarkan pendekatan adaptasi dan mitigasi; dan

belum tersedianya capaian output penanganan perubahan iklim pada tingkat desa yang
terukur dan berkontribusi pada penangan perubahan iklim nasional.

Tujuan dari inovasi ini adalah meningkatkan wawasan masyarakat desa terhadap perubahan

iklim melalui penguatan mitigasi dan adaptasi.

1)
2)
3)
4)
5)

Belanja Iklim dalam APBDes Peta Indeks Risiko Iklim Desadi Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara Provinsi

Malu
Rerata per Desa
Total Mitigasi 5,265,888,970 [merrrryyyT)
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Secara lebih rinci, implementasi inovasi ini dijabarkan sebagai berikut:
Penyusunan Indeks Risiko Iklim Desa (IRID);

Pemetaan Program dan Kegiatan;
Formulasi Alokasi Afirmasi Dana Desa;
Penyusunan Petunjuk Teknis; dan

Pemantauan dan Evaluasi.
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2a-CP | Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara

IKU ini mengukur efektivitas kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam jangka
pendek (tahunan) atas prioritas di APBN vyaitu bidang penurunan stunting dan penurunan
kemiskinan ekstrem. Tahun 2024, pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan
penggunaan dana desa TA 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor Nomor 146
Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2024. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk
program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem
dalam bentuk BLT Desa paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana
Desa, dan program ketahanan pangan hewani paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen)
dari anggaran Dana Desa, dan/atau program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

a. tahap |, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;

b. tahap Il, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.

Per 31 Desember 2024, penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (fokus
penggunaan Dana Desa untuk mendukung program prioritas nasional sebagaimana UU nomor
19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024) untuk program
pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam
bentuk BLT Desa sebesar Rp 9.115.555.500.000 dan program pencegahan dan penurunan
stunting sebesar Rp 6.830.955.351.150. Pada Tahap |, sebanyak 41 desa yang tidak salur DD,
sehingga menjadi bagian dari penghematan alamiah sebesar Rp 36.208.467.000,-, sedangkan
pada Tahap Il sebanyak 79 desa yang tidak salur DD (termasuk 41 desa yang tidak salur DD
tahap I).

SS: 2. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif

Kemenkeu-
One
2a — CP Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara

Target

Realisasi MAX/TLK

Capaian

Tabel Capaian Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara
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Tindakan yang telah dilaksanakan:
1) Melakukan pemantauan realisasi penyaluran Dana Desa mingguan dan bulanan.

2) Berkoordinasi dengan DJPB dan pemda untuk pemenuhan dan percepatan penyaluran Dana

Desa Tahap Il.

Rekomendasi atau Rencana Aksi:

1. Monitoring secara rutin penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk
program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan
ekstrem dalam bentuk BLT Desa) dan untuk program pencegahan dan penurunan stunting.

2. Berkoordinasi dengan DPMD dalam rangka penyaluran Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya.




3a-CP | Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

Rasio TKD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKD merupakan TKD yang dialokasikan
dan/atau disalurkan berdasarkan kinerja tertentu daerah, dalam hal ini yang menjadi tugas dan
fungsi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan terdiri atas 4 (empat)
jenis dana, yaitu Insentif Fiskal, Dana Keistimewaan, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan terhadap Program Pengelolaan Belanja Negara yang diamanatkan dalam
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam
program dimaksud, Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD menjadi salah satu Indikator
Kinerja (IK) dari Sasaran Program: Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat. Pada Peta
Strategi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan tahun 2024, IKU ini
mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat.

IKU ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa porsi/rasio TKD yang disalurkan berdasarkan
kinerja semakin meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan dan/atau
perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. IKU ini mengukur jumlah rasio
alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan dan rasio realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja
alokasi tahun berjalan terhadap alokasi TKD untuk mendukung rasio TKD berbasis kinerja.
Dengan pertimbangan bahwa penguatan desentralisasi fiskal perlu didorong utamanya dari
aspek kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dan mengingat bahwa peningkatan porsi
TKD belum tentu diikuti oleh perbaikan kinerja pemerintah daerah, maka dinilai perlu untuk terus
menjaga bahwa alokasi Dana TKD dihitung berdasarkan kinerja. Tujuannya yaitu untuk
memastikan bahwa peningkatan porsi alokasi TKD didasarkan pada kinerja untuk mendorong
peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Di samping
itu, Pemerintah diharapkan dapat memastikan penyaluran porsi alokasi TKD berbasis kinerja
tersebut dapat dioptimalkan. sampai dengan batas maksimal 100% dari pagu alokasi yang
dianggarkan. Dengan optimalnya penyaluran dana tersebut, daerah dapat lebih mengoptimalkan
berbagai program/kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD dengan tujuan untuk
kemakmuran bagi masyarakat.

Berikut formulasi IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

Realisasi = ((Alokasi TKD berbasisi kinerja tahun berjalan/alokasi TKD)*20%)+((Realisasi penyaluran TKD
berbasis kinerja tahun berjalan/alokasi TKD)*80%)

Alokasi Dana Otsus tahun 2024 sebesar Rp18.271,49 miliar, yang terdiri atas Dana Otsus
Aceh sebesar Rp4.276,99 miliar dan Dana Otsus Papua + DTI sebesar Rp13.994,50 miliar.
Sampai dengan 31 Desember 2024 telah berhasil disalurkan 100% kepada pemda di wilayah
Aceh dan Papua. Jika didasarkan pada pagu sebesar Rp18.271,49 miliar tersebut, maka alokasi
Dana Otsus dan DTl menyumbang 2,09% alokasi berbasis kinerja dari total pagu TKD tahun
2024. Dari sisi penyaluran, realisasi Dana Otsus juga mencapai angka 2,09% dibanding total




pagu TKD tahun 2024 dikarenakan seluruh alokasi Dana Otsus tersalurkan 100% sampai dengan
akhir tahun. Secara rata-rata, dapat disimpulkan nilai capaian IKI ini dari segi Dana Otsus adalah
sebesar 2,09%.

Seluruh alokasi Insentif Fiskal (IF) tahun 2024 sebesar Rp8,00 triliun merupakan alokasi
berbasis kinerja, dimana sampai dengan 31 Desember 2024 telah berhasil disalurkan sebesar
Rp7,00 triliun kepada 424 daerah penerima alokasi. Dari total Rp8,00 triliun pagu awal alokasi
IF, sebanyak Rp0,6 triliun yang merupakan pagu IF Kinerja Pengendalian Inflasi Periode Il dan
Il mengalami refocusing anggaran. Sisanya, sebesar Rp7,4 triliun telah dialokasikan kepada
daerah dengan rincian (1.) Rp4 triliun untuk IF Kinerja Tahun Sebelumnya, (2.) Rp0,3 triliun untuk
IF Kinerja Pengendalian Inflasi Periode |, dan (3.) Rp3,1 triliun untuk IF Kinerja Kesejahteraan
Masyarakat.

Jika didasarkan pada pagu setelah refocusing sebesar Rp7,40 triliun tersebut, maka alokasi
Insentif Fiskal menyumbang 0,86% alokasi berbasis kinerja dari total pagu TKD tahun 2024.
Sementara dari sisi penyaluran, realisasi Insentif Fiskal mencapai angka 0,82% dibanding total
pagu TKD tahun 2024. Secara rata-rata, dapat disimpulkan nilai capaian IKl ini dari segi Insentif
Fiskal adalah sebesar 0,84%. ditambah dengan Dana Keistmewaan (0.17%).

Di sisi lain, Dana Keistimewaan TA 2024 telah disalurkan 100 persen dari pagu atau sebesar
Rp1,42 triliun. Penyaluran tersebut dilakukan dalam 3 tahap sesuai amanat PMK 163 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, dengan pembagian Tahap | sebesar Rp213
miliar, Tahap Il sebesar Rp923 miliar, dan Tahap Il Rp284 miliar. Berdasarkan hal tersebut,
maka alokasi Dana Keistimewaan menyumbang 0,17% capaian, baik dari sisi alokasi maupun
penyaluran berbasis kinerja dari total pagu TKD tahun 2024.

Untuk Dana Desa target sampai dengan akhir tahun 2024 untuk alokasi berbasis kinerja Dana
Desa adalah 4,30% sedangkan capaian penghitungan alokasi Dana Desa berbasis kinerja
sampai dengan akhir tahun 2024 tercapai sebesar 4,41% atau melebihi dari target yang telah
ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun 2024
mencapai Rp 70,93 Triliun dari pagu Rp71 Triliun atau mencapai 99,9%.

Tingkat capain tersebut salah satunya karena adanya penyempurnaan kebijakan dalam
pengalokasian Dana Desa ke Desa, salah satunya dengan pemberian Alokasi Kinerja (AK)
kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. Hal tersebut bertujuan agar desa-desa
dapat bersaing secara sehat dalam memperbaiki kinerjanya. Penilaian kinerja Desa untuk
penentuan Alokasi Kinerja dalam Dana Desa tahun 2024, dilakukan bersama antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu pada TA 2024 dialokasian tambahan
Dana Desa sebesar Rp2 triliun sebagai insentif Dana Desa tahun berjalan. Alokasi kinerja Dana
Desa ditetapkan sebesar 4% dan tambahan Dana Desa sebesar Rp2 triliun yang dihitung
berdasarkan kinerja pada tahun berjalan. Sedangkan penyalurannya diperhitungkan secara
keseluruhan Dana Desa termasuk tambahan Dana Desa.




Adapun Target dan Capaian IKU Rasio yang berbasis kinerja terhadap TKD pada table

berikut:

Kemenkeu-

SS: 3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat dan Akuntabel

One
3a— CP Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

Target 7,43% 7,43%

MAX/TLK

Realisasi

Capaian

Tabel Capaian Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja

terhadap TKD ini antara lain:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Berkoordinasi dengan K/L penyedia data, menghitung kinerja daerah, dan menetapkan
alokasi IF Kinerja Tahun Sebelumnya maupun IF Kinerja Tahun Berjalan TA 2024.
Melakukan sosialisasi ketentuan pengelolaan IF TA 2024 kepada seluruh pemerintah daerah.
Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan syarat salur IF dan membuat rekomendasi
penyaluran bagi daerah yang telah memenuhi syarat.

Telah menyusun usulan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) BUN TKD TA 2023 yang dituangkan
dalam bentuk Nota Dinas Dirjen PK kepada Dirjen Anggaran dengan nomor ND-52/PK/2022
tanggal 21 Maret 2022 tentang Penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum
Negara TKD TA 2023.

Penghitungan Dana Otonomi Khusus telah menggunakan variabel kinerja sebagaimana
diatur dalam PMK Nomor 33 tahun 2024 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka
Otonomi Khusus.

Melakukan pembahasan Pagu Anggaran dan Pagu Definitif alokasi TKD dengan DJA
(termasuk TKD yang alokasi nya berbasis kinerja di Dit. DDIOKK yaitu Dana Otonomi Khusus
dan Dana Desa yang semula di Dit. DTU).

Secara aktif melakukan koordinasi terkait pemenuhan kewajiban penyampaian laporan yang
digunakan sebagai syarat salur Dana Otonomi Khusus kepada daerah, salah satunya yaitu
mengadakan rapat koordinasi untuk mengkonfirmasi terkait kendala untuk daerah-daerah
yang belum salur.

Penetapan KMK Nomor 352 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran
2024, yang antara lain mengatur rincian Insentif Desa TA 2024.

Bersinergi dengan DJPB melakukan monitoring penyaluran secara berkala, dan melakukan
asistensi kepada desa-desa yang mengalami kendala dalam proses pengajuan penyaluran
Dana Desa.

Pengalokasian TKD berbasis kinerja dan penyaluran berbasis kinerja dilakukan secara

efisien dan efektif dimana penyampaian syarat salur telah difasilitasi melalui aplikasi dan/atau

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT DDIOKK TAHUN 2024 m




melalui saluran lapor DJPK sehingga tidak membebankan sumber daya pemerintah daerah
maupun DJPK.

1)

2)

3)

1)

2)

3)

Kendala untuk mencapai target IKU:

Insentif Fiskal

a) Adanya kebijakan refocusing anggaran, sehingga alokasi IF kinerja Inflasi Periode | dan
Periode sebesar Rp600 miliar tidak jadi dialokasikan di tahun ini.

b) Terdapat 64 pemda yang tidak menyampaikan dokumen syarat salur tahap 2 secara
lengkap dan benar hingga batas waktu yang ditentukan.

Otonomi Khusus

Kapasitas aparatur pengelola Dana Otsus di wilayah Papua yang masih rendah dan

minimnya pemahaman pimpinan di daerah terkait ketentuan tata kelola Dana Otsus.

Pengelolaan Dana Desa

Desa-desa yang tidak salur Dana Desa disebabkan oleh permasalahan administrasi seperti

belum ditetapkannya Perdes APBDes, serta permasalahan di internal desa.

Upaya/alternative yang dilakukan:

Untuk Refocusing anggaran tdk memang tdk ada alternatif karena itu merupakan kebijakan
pimpinan

Solusinya yaitu Koordinasi, Bimtek ke Pemda tetkait peraturan kebijakan IF

Pemberian Bimbingan Teknis secara berkala kepada Pengelola dana otsus di daerah dan
sosialisasi kebijakan Dana Otsus kepada Pimpinan di Daerah.

Pemerintah Pusat telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti
permasalahan tersebut kepada Pemerintah Desa, namun hingga batas akhir penyaluran
Tahap | dan Tahap Il, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di internal desa
sehingga desa tidak dapat disalurkan Dana Desa.

Terdapat beberapa rencana aksi dan langkah strategis berupa:

Tim Reguler Insentif Fiskal

Melakukan asistensi, koordinasi, dan pemantauan pemenuhan dan penyampaian syarat
salur. Implementasi pelaporan syarat salur IF melalui SIKD Next Generation.

Tim Reguler Dana Desa

Bersinergi dalam melakukan monitoring penyaluran secara berkala, dan melakukan asistensi
kepada desa-desa yang mengalami kendala dalam proses pengajuan penyaluran Dana
Desa.

Tim Dana Otonomi Khusus

Melakukan bimbingan, koordinasi, dan pemantauan pemenuhan dan penyampaian syarat
salur.




4a-CP | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Kebijakan fiskal yang optimal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran
pemerintah. Penyusunan kebijakan fiskal tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk suatu regulasi.
Sehingga penguatan desentralisasi fiskal dan pengoptimalan peran serta sumber daya DJPK
dapat terwujud.

Nilai Kinerja Regulasi Prioritas dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon | dan/atau Unit
Eselon Il Konseptor/Prakarsa yang ada di Kementerian Keuangan, khususnya pada unit Dit.
DDIOKK untuk berkomitmen menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan
prioritas terkait dengan keuangan dan kekayaan negara. Peraturan Perundang-Undangan
prioritas dimaksud merupakan RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/atau RPerpres
Usulan Baru/Luncuran menjadi prioritas Kementerian Keuangan dan RPMK dan/atau RKMK
Kebijakan Tahun 2024 yang sudah masuk ke dalam program legislasi di lingkungan Kementerian
Keuangan.

Selain itu Nilai Kinerja Regulasi Prioritas bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan
peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan sehingga dapat menciptakan peraturan
perundang-undangan yang berkualitas dan implementatif.

Di lingkup DDIOKK terdapat 7 (tujuh) produk hukum yang direncakan akan diselesaikan pada
tahun 2024 yaitu:
1) 3 (tiga) Regulasi terkait Pengelolaan Dana Desa
2) 4 (empat) Regulasi terkait Pengelolaan Dana Insentif Fiskal
3) 1 (satu) Regulasi terkait Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

Untuk menilai besaran kinerja Nilai Kinerja Regulasi Prioritas, formula/skema penilaian yang
digunakan adalah sebagai berikut:

Komponen Perhitungan :

Komponen A 1. RUU Prolegnas Prioritas

(RUU dalam 2. RUU Prolegnas Jangka Menengah (Luncuran 2023)
Prolegnas) 3. RUU Prolegnas Jangka Menengah (Usulan Baru di tahun 2024)
Komponen B 1. RPP/RPerpres Usulan Baru

(RPP/RPerpres 2. RPP/RPerpres Luncuran

dalam Progsun)

Komponen C 1. RPMK Program Perencanaan

(RPMK/RKMK 2. RKMK Kebijakan Program Perencanaan

Kebijakan dalam 3. Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian Program Perencanaan
Program 4. Simplifikasi Regulasi

Perencanaan)




Komponen D (RPP/RPerpres Izin Prinsip / RPMK/RKMK Kebijakan Kumulatif Terbuka)

Komponen A

1. RUU Prolegnas Prioritas

Status

Ukuran Keberhasilan

Indeks

Data Dukung

Internal Pemrakarsa

Tersedianya perkembangan pembahasan di
Internal Pemrakarsa

40

Surat Undangan dan Notulensi Rapat
Pembahasan di Internal Pemrakarsa

Internal Pemrakarsa [Tersedianya Naskah Akademik 50 |Naskah Akademik
Internal Pemrakarsa [Tersedianya Naskah Akademik dan Draft 60 |Naskah Akademik dan Draft awal
RUU Rancangan UU
PAK Penyelarasan Naskah Akademik dan Draft 70 |Surat permohonan pemrosesan
RUU penyelarasan Naskah Akademik,
Naskah Akademik dan Draft awal
Rancangan UU
PAK Tersedianya Keputusan Panitia Antar 75 |Naskah Akademik, Draft RUU dan Scan
Kementerian dan/atau antarnonkementerian SK-PAK
Proses PAK Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar 85 |Naskah Akademik, Draft RUU, Scan
Kementerian dan/atau antarnonkementerian SK-PAK, undangan rapat, notulensi
rapat pembahasan
Selesai PAK Terselesaikannya proses PAK RUU (RUU | 100 |[Scan Draft RUU yang diparaf oleh K/L
diparaf anggota PAK) dan unit terkait dan Nota Dinas Eselon | untuk
pemrakarsa telah menyampaikan ND memintakan pengharmonisasian
kepada Menteri Keuangan dalam rangka RUU
permohonan harmonisasi kepada
Kemenkumham
Permohonan Tersampaikannya permohonan harmonisasi | 105 [Scan surat permohonan harmonisasi ke
Harmonisasi ke Kemenkumham Kemenkumham
Proses Harmonisasi [Tersedianya perkembangan proses 110 [Surat Undangan dan Notulensi Rapat
harmonisasi Harmonisasi
Selesai Harmonisasi [Terselesaikannya harmonisasi 115 |[Scan surat selesai harmonisasi dari
Kemenkumham
Proses Penetapan [Tersampaikannya RUU kepada 120 [Scan surat penyampaian ke Presiden

Presiden/Telah Ditetapkan

lyang telah Ditetapkan

2. RUU Prolegnas Jangka Menengah (Luncuran 2023)

Status

Ukuran Keberhasilan

Indeks

Data Dukung

Internal Pemrakarsa

Tersedianya perkembangan pembahasan di
Internal Pemrakarsa

40

Surat Undangan dan Notulensi Rapat
Pembahasan di Internal Pemrakarsa

Internal Pemrakarsa

Tersedianya Naskah Akademik

50

Naskah Akademik

Internal Pemrakarsa

Tersedianya Naskah Akademik dan Draft
RUU

60

Naskah Akademik dan Draft awal
Rancangan UU




PAK Penyelarasan Naskah Akademik dan Draft 70 |Surat permohonan pemrosesan
RUU penyelarasan Naskah Akademik,
Naskah Akademik dan Draft awal
Rancangan UU
PAK Tersedianya Keputusan Panitia Antar 75 |Naskah Akademik, Draft RUU dan Scan
Kementerian dan/atau antarnonkementerian SK-PAK
Proses PAK Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar 85 |Naskah Akademik, Draft RUU, Scan
Kementerian dan/atau antarnonkementerian SK-PAK, undangan rapat, notulensi
rapat pembahasan
Selesai PAK Terselesaikannya proses PAK RUU (RUU 100 [Scan Draft RUU yang diparaf oleh K/L
diparaf anggota PAK) dan unit terkait dan Nota Dinas Eselon | untuk
pemrakarsa telah menyampaikan ND memintakan pengharmonisasian
kepada Menteri Keuangan dalam rangka RUU
permohonan harmonisasi kepada
Kemenkumham
Permohonan Tersampaikannya permohonan harmonisasi | 105 [Scan surat permohonan harmonisasi ke
Harmonisasi ke Kemenkumham Kemenkumham
Proses Harmonisasi [Tersedianya perkembangan proses 110 |Surat Undangan dan Notulensi Rapat
harmonisasi Harmonisasi
Selesai Harmonisasi [Terselesaikannya harmonisasi 115 |[Scan surat selesai harmonisasi dari
Kemenkumham
Proses Penetapan [Tersampaikannya RUU kepada 120 |[Scan surat penyampaian ke Presiden

Presiden/Telah Ditetapkan

lyang telah Ditetapkan

3. RUU Prolegnas Jangka Menengah (Usulan Baru di tahun 2023)

Status Ukuran Keberhasilan Indeks Data Dukung

Internal Pemrakarsa ([Tersedianya perkembangan pembahasan di Surat Undangan dan Notulensi Rapat
Internal Pemrakarsa 60  pembahasan di Internal Pemrakarsa

Internal Pemrakarsa (Tersedianya Naskah Akademik 70 [Naskah Akademik

Internal Pemrakarsa [Tersedianya Naskah Akademik dan Draft Naskah Akademik dan Draft awal
RUU 85 Rancangan UU

PAK Penyelarasan Naskah Akademik dan Draft Nota Dinas permohonan pemrosesan
RUU 100 penyelarasan Naskah Akademik,

Naskah Akademik dan Draft awal
Rancangan UU

Proses PAK Tersedianya Keputusan Panitia Antar Naskah Akademik, Draft RUU, Scan
Kementerian dan/atau antarnonkementerian SK-PAK, undangan rapat, notulensi
dan terselenggaranya rapat-rapat Panitia 110 [rapat pembahasan
IAntar Kementerian dan/atau
antarnonkementerian

Selesai PAK Terselesaikannya proses PAK RUU (RUU Scan Draft RUU yang diparaf oleh K/L
diparaf anggota PAK) dan unit pemrakarsa terkait dan Nota Dinas Eselon | untuk
telah menyampaikan ND kepada Menteri 115 |memintakan pengharmonisasian RUU
Keuangan dalam rangka permohonan
harmonisasi kepada Kemenkumham

Permohonan Tersampaikannya permohonan harmonisasi 120 Scan surat permohonan harmonisasi ke

Harmonisasi

ke Kemenkumham

Kemenkumham




Komponen B

1. RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru

Status

Ukuran Keberhasilan

Indeks

Data Dukung

Internal Pemrakarsa

Tersedianya perkembangan pembahasan di
Internal Pemrakarsa

30

Surat Undangan dan/atau Notulensi
Rapat Pembahasan di Internal

Pemrakarsa
Internal Pemrakarsa [Tersedianya draft awal RPP dan/atau 45 Draft RPP dan/atau RPerpres
RPerpres
PAK Tersedianya Surat Keputusan Panitia Antar 50 [Scan SK-PAK
Kementerian dan/atau antarnonkementerian
PAK Tersedianya draft awal RPP dan/atau 60 [Draft RPP dan/atau RPerpres dan Scan
RPerpres dan Surat Keputusan Panitia Antar SK-PAK
Kementerian dan/atau antarnonkementerian
Proses PAK Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar 85 |Draft RPP dan/atau RPerpres, Scan
Kementerian dan/atau antarnonkementerian SK-PAK, dan Undangan rapat dan/atau
Notulensi pembahasan
Terselesaikannya proses PAK RPP
Permohonan dan/atau RPerpres dan tersampaikannya 100 Scan surat permohonan harmonisasi
Harmonisasi permohonan harmonisasi ke| ke Kemenkumham
Kemenkumham
Proses Harmonisasi [Tersedianya perkembangan proses 110 |[Scan surat permohonan harmonisasi ke
harmonisasi Kemenkumham, dan Surat Undangan
Harmonisai dan/atau Notulensi Rapat
Harmonisasi
Selesai Harmonisasi [Terselesaikannya harmonisasi 115 |[Scan surat selesai harmonisasi dari
Kemenkumham
Proses Tersampaikannya RPP dan/atau RPerpres 120 |[Scan surat penyampaian ke Presiden
Penetapan/Telah kepada Presiden/Telah Ditetapkan atau PP dan/atau Perpres yang telah
Ditetapkan Ditetapkan
2. RPP dan/atau RPerpres Luncuran
Status Ukuran Keberhasilan Indeks Data Dukung
Internal Pemrakarsa ([Tersedianya perkembangan pembahasan di 25 [Surat Undangan dan/atau Notulensi
Internal Pemrakarsa Rapat Pembahasan di Internal
Pemrakarsa
Internal Pemrakarsa [Tersedianya draft awal RPP dan/atau 35 |Draft RPP dan/atau RPerpres
RPerpres
PAK Tersedianya Surat Keputusan Panitia Antar 40 |Scan SK-PAK

Kementerian dan/atau antarnonkementerian




PAK Tersedianya draft awal RPP dan/atau 50 |Draft RPP dan/atau RPerpres dan Scan
RPerpres dan Surat Keputusan Panitia Antar SK-PAK
Kementerian dan/atau antarnonkementerian
Proses PAK Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar 55 |Draft RPP dan/atau RPerpres, Scan
Kementerian dan/atau antarnonkementerian SK-PAK, dan Undangan rapat dan/atau
Notulensi pembahasan
Permohonan Terselesaikannya proses PAK RPP dan/atau| 60 [Scan surat permohonan harmonisasi ke
Harmonisasi RPerpres dan tersampaikannya permohonan Kemenkumham
harmonisasi ke Kemenkumham
Proses Harmonisasi [Tersedianya perkembangan proses 85 [Scan surat permohonan harmonisasi ke
harmonisasi Kemenkumham, dan Surat Undangan
Harmonisasi dan/atau Notulensi Rapat
Harmonisasi
Selesai HarmonisasiTerselesaikannya proses harmonisasi 100 [Scan surat selesai harmonisasi dari
Kemenkumham
Proses Tersampaikannya RPP dan/atau RPerpres 110 [Scan surat penyampaian ke
Penetapan/Telah kepada Presiden/Telah Ditetapkan Presiden/PP atau Perpres yang telah
Ditetapkan Ditetapkan
Komponen C
1. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan
Status Ukuran Keberhasilan Indeks Data Dukung
Pembahasan Internal Tersedianya perkembangan pembahasan 20 |Undangan dan/atau Notula

Pembahasan Internal

Pembahasan dengan [Tersedianya draft RPMK 30 |Draft awal RPMK, Undangan dan/atau

Unit Terkait Notula pembahasan dengan unit terkait

Permohonan legal  [Tersedianya review (legal drafting) dari Biro 40 |Naskah Dinas

drafting Biro Hukum |[Hukum Permohonan/Pembahasan legal
drafting kepada Biro Hukum berupa
Nota Dinas/Undangan dan/atau Notula
pembahasan legal drafting dan/atau
draft hasil review Biro Hukum

Permohonan Tersedianya permohonan harmonisasi 50 |[Scan surat harmonisasi ke

Harmonisasi RPMK Kemenkumham

Proses Harmonisasi [Tersedianya proses pengembangan 60 [Surat undangan dan/atau daftar hadir

harmonisasi RPMK dan/atau notula proses harmonisasi
Selesai Harmonisasi [Terselesaikannya proses harmonisasi RPMK| 70 [Scan surat selesai harmonisasi dari

Kemenkumham




Permohonan Tersedianya permohonan persetujuan 80 [Surat permohonan persetujuan presiden
Persetujuan Presiden [presiden*
Permohonan Tersedianya permohonan penetapan dari 90 |Naskah Dinas Permohonan Penetapan
Penetapan Unit Pengusul RPMK ke Sekretariat Jenderal
Proses Penetapan [Tersedianya hasil penelaahan dan 100 |Naskah Dinas Biro Hukum dalam
permohonan penetapan dari Biro Hukum rangka permohonan penetapan dan
hasil review
Proses Tersedianya permohonan pengundangan 110 [Surat Permohonan pengundangan
Pengundangan kepada Kemenkumham
Selesai Terdapat PMK dalam JDIH 120 |PMK di website JDIH
2. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan

Status Ukuran Keberhasilan Indeks Data Dukung

Pembahasan Internal Tersedianya perkembangan pembahasan 20 |Undangan dan/atau Notula

Pembahasan Internal

Pembahasan dengan [Tersedianya draft RKMK 40 |Draft awal RKMK, Undangan dan/atau

Unit Terkait Notula pembahasan dengan unit terkait

Pembahasan dengan [Tersedianya draft RKMK hasil pembahasan 60 |Draft hasil pembahasan legal drafting,

Biro Hukum legal drafting undnagan dan/atau notula pembahasan
dengan Biro Hukum

Penelaahan Biro Tersedianya review (legal drafting) dari Biro 80 |Naskah Dinas

Hukum Hukum Permohonan/Pembahasan legal
drafting kepada Biro Hukum berupa
Nota Dinas/Undangan dan/atau Notula
pembahasan legal drafting dan/atau
draft hasil review Biro Hukum

Permohonan Tersedianya permohonan penetapan ke 100 |Naskah Dinas dalam rangka

Penetapan Sekretaris Jenderal permohonan penetapan ke Sekretaris
Jenderal

Selesai Penetapan [Tersedianya KMK yang telah ditetapkan 120 |KMK di JDIH dan/atau Satu Kemenkeu

(Keluar Nomor)

3. Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian RPMK/RKMK Kebijakan Program Perencanaan/KT*

Indeks Ketepatan Waktu

Indeks Jumlah Perubahan Target Waktu

Banyaknya Perubahan

Waktu Penyelesaian Indeks Target Waktu RPMK/RKMK Indeks
Program Perencanaan
Selesai sebelum 120 tidak ada perubahan target 120

target waktu




Sesuai target 100 1x perubahan target 100
waktu/termasuk
kategori Kumulatif
Terbuka

Selesai s.d. 1 bulan 90 2x perubahan target 920
setelah target waktu

Selesai lebih dari 1 80 =>3x perubahan target 80
bulan s.d. 2 bulan
setelah target waktu

Selesai lebih dari 2 70
bulan s.d. 3 bulan
setelah target waktu

Selesai lebih dari 3 60

bulan setelah target

waktu
4. Simplifikasi Regulasi*

Indeks Simplifikasi Jumlah Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain
Jumlah PMK/KMK Indeks Jenis Simplifikasi Probis indeks
yang dicabut dan Tujuan Lain**

Cabut >2 120 simplifikasi Probis:
Penggunaan Sistem Elektronik 120

Cabut =2 100 Efektivitas dan atau Efisiensi 120
/Anggaran
Pengurangan Waktu 110
Pemrosesan
Penyederhanaan 110
Mekanisme/Administrasi
Pelimpahan Wewenang 110

Simplifikasi Tujuan Lain:

Tujuan Lai : EODB 120
Tujuan Lain: PEN 110

*Sub komponen ini dinilai setelah RPMK/RKMK Kebijakan selesai

** Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis simplifikasi probis maka digunakan jenis
simplifikasi probis dengan indeks tertinggi dalam perhitungan




Formula:

Komponen A = (XNilai Indeks RUU) / n_RUU x bobot

Komponen B = (XNilai Indeks RPP/RPerpres) | (n_RPP/RPerpres) X bobot

Komponen C*** = (Sub Komponen 1 dan/atau 2 x 70%) + (Sub Komponen 3 x 20%) + (Sub
Komponen 4 x 10%) x bobot

Sub Komponen Pembobotan
1 dan/atau 2 70% 70% 100%
3 20% 30% -
4 10% - -

Sub Komponen 1 dan/atau 2 =

(Total Nilai Indeks RPMK dan/atau RKMK Kebijakan) / (Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan)
Sub Komponen 3 = (Indeks Ketepatan Waktu x 80%) + (Indeks Jumlah Perubahan Target
Waktu x 20%)

Sub Komponen 4**** = (Indeks Simplifikasi Jm| + Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan
Lain) /2 x Bobot

- Indeks Simplifikasi Jumlah =} Indeks PMK/KMK yang mengandung Simplifikasi
Jumlah / Y PMK/IKMK yang mengandung simplifikasi jumlah

- Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain =) Indeks PMK/KMK yang mengandung
Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain / } PMK/KMK yang mengandung Simplifikasi Probis
dan Tujuan Lain

*** Dalam hal hanya ada realisasi Sub Komponen 1 dan/atau 2 = komponen C

**** Dalam hal hanya terdapat salah satu dari Simplifikasi Jumlah atau Simplifikasi
Probis/Tujuan Lain, maka nilai Indeks yang digunakan adalah salah satu dari keduanya
yang tersedia dalam perhitungan.

Komponen D (RPP/RPerpres lIzin Prinsip / RPMK/RKMK Kebijakan Non Perencanaan

Komponen D (RPP/RPerpres Izin Prinsip) = (¥Nilai Indeks RPP/RPerpres) | (n_RPP/RPerpres) atau

Komponen D (RPMK/RKMK Kebijakan 1zin Prinsip) = ((Total Nilai Indeks RPMK dan/atau RKMK Kebijakan) /
(Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan) x Bobot) + (Ketepatan Waktu x Bobot) + (Simplifikasi Regulasi x bobot))

Catatan:
nRUU = Jumlah RUU
nRPP/RPerpres = Jumlah RPP/RPerpres
NRPMK/RKMK Kebijakan = Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan
Komponen Pembobotan

A 30% - 40% 60%




B 30% 40% - 40%

C 40% 60% 60%

Dalam hal pada pertengahan tahun, terdapat RUU/RPP/RPerpres/RPMK/RKMK Kebijakan yang menjadi
Prioritas selain yang terdapat pada Prolegnas/Progsun/Program Perencanaan/Kumulatif Terbuka
(Komponen D), maka pembobotannya menjadi:

Komponen Pembobotan
A 25% - 30% - 60%
B 25% 30% - - - 60%
C 40% 50% 50% 70%
D 10% 20% 20% 30% 40% 40%

Dalam hal dalam satu tahun, hanya terdapat satu komponen, realisasi IKU ini = realisasi komponen tersebut

Sampai dengan akhir tahun 2024, hampir semua target regulasi dapat diselesaikan. Terdapat
satu rencana regulasi yang tidak terselesaikan yaitu KMK terkait Pemotongan Penyaluran DAU
dan/atau DBH atas Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan ADD TA 2024. Hal ini
dikarenakan pada tahun 2024 terdapat situasi konstelasi politik yaitu Pemilihan Presiden,
Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut menyebabkan banyak
pemerintah daerah yang membutuhkan pendanaan lebih untuk menyelenggarakan adanya
kebijakan untuk mendanai penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Sehingga
muncul kebijakan agar daerah-daerah yang tidak memenuhi kewajiban alokasi dana desa yang
bersumber dari APBD, tidak dikenakan sanksi penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau
DBH seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga daerah-daerah tersebut dapat membiayai
agenda nasional tersebut.

Adapun beberapa output yang dihasilkan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Regulasi terkait Pengelolaan Dana Desa
a. PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian Dana Desa setiao Desa,
penggunaan, dan penyaluran dana desa TA 2025
b. KMK Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa per Desa sudah ditetapkan
dan diundangkan
2. Regulasi terkait Pengelolaan Dana Insentif Fiskal
a. PMK Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024
Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.
b. PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian
Kinerja Daerah.




c. KMK Noomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal TA 2024 untuk
Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode
Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

d. KMK Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran
2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan
Masyarakat menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

e. KMK Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Daerah dan Penentuan JUmlah
Daerah Peringkat Terbaik Dalam Rangka Penghitungan Alokasi Dana Insentif Fiskal
Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

3. Regulasi terkait Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus
Sedangkan pada tahun 2024 tidak terdapat rencana maupun output tahun berjalan atas regulasi
di bidang pengelolaan Dana Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DAIS).
Berdasarkan formula penilaian kinerja dan pencapaian outputyang ada, berikut pencapaian
kinerja dari IKI Nilai Kinerja Regulasi Prioritas di Dit. DDIOKK untuk tahun 2024:

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan

RUU

KOMPONEN

Total Indeks
Jumlah RUU

Nilai Komponen A

B |RPP/RPERPRES

Total Indeks

Jumlah RPP/RPERPRES

Nilai Komponen B

C |RPMK/RKMK KEBIJAKAN

1 |Formil

a |Progress Penyusunan

Total Nilai Progress Penyusunan 840,0

Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan 7,0

Rata-rata Nilai Progress 120,0




KOMPONEN Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi

Khusus, dan Keistimewaan

b |Meaningfull Participation

Total Nilai MP 820,0

Jumlah PMK/KMK Kebijakan 7,0

Rata-rata Nilai MP 1171

Nilai Formil 118,6
2 |Materil

a |Simplifikasi Regulasi

Total Indeks Simpli Jumlah 100,0
Jumlah PMK/KMK Simpli Jumlah 1,0
Nilai Simplifikasi Jumlah 100,0
Total Indeks Simplifikasi Probis dan 720,0
Tujuan Lain

Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan 6,0
Tujuan Lain

Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan 120,0
Lain

Nilai Simplifikasi Regulasi 110,0

b |Catatan/Koreksi Wamen

Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan yang 0,0
terdapat Catatan/Koreksi Wamen

Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan 7,0
Persentase Catatan/Koreksi Wamen 0,0
Nilai Catatan/Koreksi Wamen 120,0
Nilai Materil 113,0

3 |Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian

a |Indeks Ketepatan Waktu

Total Indeks Ketepatan Waktu 710,0
Jumlah RPMK/RKMK yang Diselesaikan |7,0
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Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi

ASCLURONIZN Khusus, dan Keistimewaan
Nilai Ketepatan Waktu 101,4
b |Indeks Jumlah Perubahan Waktu
Total Indeks Perubahan Waktu 210,0
Jumlah RPMK/RKMK Program 2,0
Perencanaan yang Diselesaikan
Nilai Perubahan Waktu 105,0
Nilai Kualitas Ketepatan Waktu 102,1
Nilai RPMK/RKMK Kebijakan 114,7
| fpeausa o
95% |CAPAIAN Q4 (Target 95) 120,0

Capaian IKI ini pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 114,7.

Tabel Capaian

Kemenkeu- SS: 4. Formulasi kebijakan fiskal yang optimal

One . . . . . - -
4a - CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Target

Realisasi MAX/TLK

Capaian

Adapun beberapa strategi dan rencana aksi yang dilakukan dalam pencapaian IKI tersebut

antara lain:

1. Memperbanyak frekuensi diskusi, baik di internal maupun eksternal DJPK di lingkup
Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait.

2. Melakukan koordinasi lebih intens baik dengan dengan pihak internal maupun eksternal
Kementerian Keuangan pada saat proses finalisasi regulasi.
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5a-N | Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam
Pengalokasian Insentif Fiskal

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan
daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan salah satunya adalah insentif bagi daerah yang
mendorong daya saing daerah. IKU ini dimaksudkan untuk mengukur besaran insentif bagi
daerah yang mendorong indikator daya saing dibandingkan dengan total alokasi Insentif Fiskal
kinerja tahun sebelumnya.

IKU ini untuk memastikan indikator daya saing daerah dalam pengalokasian Insentif Fiskal
memenuhi target yang ditentukan dalam Rencana Strategis DJPK terkait daya saing daerah. IKU
Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian merupakan wujud dukungan
Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan terhadap Tujuan
Pengelolaan Perekonomian Daerah dan Keuangan Daerah yang produktif, Inklusif dan
Berkeadilan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam Tujuan dimaksud, Persentase Formula Indikator Daya
Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran
Strategis: Insentif Bagi Daerah yang mendorong daya saing. Pada Peta Strategi Direktorat Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran
Strategi (SS): Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing.

Dalam pengalokasian insentif fiskal menggunakan formula indikator daya saing yang
diharapkan dapat mendukung kemudahan berusaha, peningkatan investasi, peningkatan inovasi
serta kemandirian daerah. Kategori yang digunakan dalam perhitungan indikator daya saing
daerah pada pengalokasian Insentif Fiskal yaitu dengan rincian sebagai berikut:

a. Kemandirian daerah;
b. Inovasi pelayanan daerah;
c. Kinerja PTSP dan PPB.

Berikut formulasi IKU:

> Kategori kinerja yang mendukung kemudahan berusaha,
peningkatan investasi, inovasi, dan kemandirian daerah

! . . . I x 100%
Total Alokasi Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Sebelumnya °

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize, yaitu semakin
tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya. Persentase Formula
Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal dilaporkan pada akhir tahun 2024
dengan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan
adalah angka periode terakhir).




Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal pada tahun 2024 telah
memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 12% dengan realisasi sebesar 13,23% dengan
rincian penghitungan IKI dijelaskan sebagai berikut:

Pagu

(dalam ribuan Rp) FERSEIEEE
Pagu IF Kinerja Tahun Sebelumnya 2025 4.000.000.000
Pagu indikator inovasi pelayanan daerah (proporsional) 44.608.115 1,11%
Pagu indikator kemudahan berusaha (proporsional) 235.733.204 5,89%
Pagu indikator kemandirian daerah (proporsional) 249.220.835 6,23%
Total pagu indikator daya saing daerah 4.529.562.154 13,23%

Tabel Penghitungan IKU Persentase Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal

Dengan capaian realisasi sebesar 13,2% tersebut maka indeks capaian atas IKU Persentase
Formula Indikator Daya Saing Dalam Pengalokasian Insentif Fiskal adalah sebesar 110.

Kemenkeu- SS: 5. Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing

Two 5a — N Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif

fiskal

Target 3% 6% 6% 12% 12% 12% | 12%

Realisasi 3% | 6% | 6% 13,2% 13,2% 13,2 | 13,2% MAX/TLK

Capaian

Tabel Capaian IKU Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal

Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK 5% 6% 7% 10% 12%
Renja Kemenkeu tahun 2023 - - - - -
Renja DJPK tahun 2023 - - - - -
Standar nasional - - - - -
Target pada Kontrak Kinerja - - - 10% 12%
Realisasi - - - 13,3% 13,2%

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKI Persentase formula indikator
daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal menjadi salah satu indikator kinerja pada tahun
2024, dimana pada tahun 2024 target IKI adalah sebesar 12% dengan realisasi sebesar 13,2%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Persentase formula indikator
daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal tahun 2024 dalam dokumen kontrak kinerja sama
dengan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Nilai realisasi capaian IKI

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT DDIOKK TAHUN 2024 E




tahun 2024 yang lebih besar dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan

target dalam Renstra telah tercapai.
Adapun beberapa strategi dan rencana aksi yang dilakukan dalam pencapaian IKI tersebut

antara lain:

1. Melakukan analisis terkait indikator/variabel yang memungkinkan untuk digunakan sebagai
instrumen pengalokasian fiskal

2. Berdiskusi dengan KL terkait maupun internal DJPK untuk membahas indikator/variabel yang
berpotensi dalam pengalokasian insentif fiskal.

3. Menyampaikan nota dinas permintaan kebutuhan data dasar perhitungan alokasi insentif
fiskal TA 2025 kinerja tahun sebelumnya kepada Direktorat SIPT.




6a-CP | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja
Pemerintah Pusat dan TKD

IKU ini mengukur tingkat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan TKD tahun anggaran 2025. Obyek sinkronisasi: RKA K/L
dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan
Infrastruktur Papua, pendidikan, kesehatan TA 2025 DAKF terdiri dari 18 bidang, catatan: untuk
pengukuran IKU dipilih sampel (6 bidang:, pendidikan, kesehatan, jalan, pertanian, air minum,
dan sanitasi) — pertimbangan: alokasi terbesar di atas Rp1T dan menjadi perhatian utama Dana
Otsus — (bidang pendidikan, kesehatan) Dana TIP - (bidang jalan, air minum, sanitasi) Komponen
yang disinkronkan: lokasi, pendanaan, dan kegiatan.

IKU ini bertujuan untuk memastikan terciptanya sinergi pendanaan di pemda yang atas
dana yang berasal dari TKD dan belanja KL. Formula IKI ini adalah sebagai berikut:

Q2 = tingkat kesepakatan awal terkait prioritas, target, unit cost, kesepakatan menu
kegiatan Dana Otonomi Khusus Papua dan DTl dengan belanja K/L serta
lokasi/level kedalaman data. (Bobot 30%)

Q3 = persentase sinkronisasi awal usulan komponen Dana Otonomi Khusus Papua dan
DTI dengan RKA-K/L (Bobot 30%).

1. Dukungan Kementerian/Lembaga (20%)

2. Rasio Rincian Output (RO) K/L yang selaras dengan Dana Otsus/DTI (80%)
Q4 = Persentase sinkronisasi komponen Rencana Dana Otonomi Khusus Papua dan DTI

dengan pemutakhiran RKA-K/L (Bobot 40%)

1. Dukungan Kementerian/Lembaga (20%)
2. Rasio Rincian Output (RO) K/L yang selaras dengan Dana Otonomi Khusus
Papua dan DTI.

Rasio Dukungan Kementerian/Lembaga merupakan merupakan persentase dari
penjumlahan Belanja Kementerian/Lembaga yang mendukung Dana Otsus & DTI
dan Belanja Kementerian/Lembaga yang mendukung kapasitas Pemerintah Daerah
dibandingkan dengan Dana Otsus & DTI Bidang terkait, dengan formula:

Rasio Dukungan K/L =
(Belanja K/L mendukung Dana Otsus & DTI + Belanja yang Mendukung Kapasitas
Pemda)/Alokasi Dana Otsus & DTI x 100%

Rasio Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Dana Otsus & DTI merupakan
realiasi RO Kementerian/Lembaga yang mendukung Dana Otsus & DTI
dibandingkan dengan DIPA Kementerian/Lembaga, dengan formula:

Rasio RO KI/L selaras Dana Otsus & DTl =
(RO yang selaras dengan Dana Otsus & DTI/Pagu DIPA K/L) x 100%




Sampai dengan akhir tahun IKI ini sudah memenuhi targetnya yaitu 100% dimana selama
tahun 2024 telah dilakukan rapat koordinasi dengan DJA dan telah dibuat Berita Acara
Kesepakatan berisi bidang apa yang akan dinilai sinkronisasinya. Selain itu DDIOK juga telah
megirimkan data RAP Dana Otsus TA 2025 kepada DJA untuk dihitung nilai capaian
sinkronsasinya dengan RO K/L. Sehingga capaian IKI ini pada akhir tahun 2024 adalah sebesar
100%.

SS.6 Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

6a -CP Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan

TKD
TIR Q1 Q2 SM. | Q3 s.d. Q3 Pol/KP

Target 100% 100% 100% 100% 100%

Realisasi 100% 100% 100% 100% 100% MAX/TLK

Capaian

Tabel Capaian Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Adapun beberapa strategi dan rencana aksi yang dilakukan dalam pencapaian IKI tersebut
antara lain:

1. Proses pembahasan kesepakatan sinkronisasi Dana Otsus dengan DAK Fisik, DAK Non
Fisik, dan Belanja KL telah dilakukan dan telah dibuat Berita Acara sinkronisasi.

2. Menyampaikan RAP 2025 kepada DJA melaluai Dit. DTK.

3. Memenuhi permintaan data DJA atas belanja pemda yang sinkron dengan belanja KL sesuai
dengan Berita Acara.

4. Melaksanakan pemantauan belanja pemda atas Dana Otsus agar sesuai dengan Berita
Acara.

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Proses pembahasan kesepakatan sinkronisasi Dana Otsus dengan DAK Fisik, DAK Non
Flsik, dan Belanja KL telah dilakukan dan telah dibuat Berita Acara sinkronisasi.

2. Tim Otsus telah menyampaikan RAP 2025 kepada DJA melaluai Dit. DTK.

3. Selanjutnya proses perhitungan capaian IKI akan dilakukan oleh DJA, sedangkan DJPK
hanya supporting data.
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7a-CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN
yang Telah Ditindaklanjuti

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan
salah satu IKU Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2024 yang juga menjadi IKU
Kemenkeu-Two DJPK tahun 2024. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau
penyelesaian tindak lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan rekomendasi BPK serta menjamin
akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara.

DJPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap temuan yang terkait dengan temuan pada LKPP dan
LKBUN. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti
terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan
pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1. rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada
forum pembahasan bersama DJPb, BA BUN terkait dan Itjen; dan

2. rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK
dan tercantum dalam PTL LHP.

Pengukuran IKU dilakukan pada periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan
polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin
baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value
(realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Perhitungan IKU didapatkan dari rata-
rata capaian IKU tersebut semester | dan semester II.

Target IKU ini pada 2024 adalah 90% dengan capaian sebesar 91,67% dengan penjelasan
sebagai berikut:

1. Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP yang telah
sesuai, diusulkan sesuai atau TPTD sebanyak 7 dari 8 rekomendasi (87,50%), sedangkan
rekomendasi LKBUN yang telah sesuai, diusulkan sesuai, atau TPTD sebanyak 46 dari 48
rekomendasi (95,83%), sehingga rata-rata adalah 91,67%.

2. Sedangkan khusus untuk Direktorat DDIOK, TP BPK atas LKPP dan LKBUN yabg telah
sesuai, diusulkan sesuai, atau TPTD sebanyak 6 dari 7 rekomendasi (85,71%)

3. satu rekomendasi pada lingkungan Dit. DDIOKK yang masih dalam proses ialah Melakukan
Pemantauan dan Evaluasi atas Penggunaan Dana Desa sesuai Prioritas Penggunaan.




Adapun capaian per periode pelaporan semesteran sebagaimana dijelaskan pada tabel
berikut.:

SS: 6. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

6a — CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah
ditindaklanjuti

T/R Q1 Q2 SM. | Q3 s.d.Q3 | Q4 Y-22 Pol/KP
Target 10% 30% 30% 35% 35% 91% 91%

MAX/
Realisasi | 64,10% | 64,10% | 64,10% | 85,90% | 85,90% | 91,67% | 91,67% | 1

Capaian

Tabel. Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

Target ini sama dengan target yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Target tahun 2024
tersebut lebih tinggi dari pada target yang ditetapkan pada tahun 2023 (90%). IKU Persentase
rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti merupakan IKU yang baru
mulai ditetapkan pada tahun 2016 dan tidak terdapat dalam Renstra DJPK 2015-2019.
Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran pengendalian mutu hubungan
keuangan pusat dan daerah yang efektif.

Pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, capaian IKU tersebut didapatkan hanya
didasarkan pada adanya tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada tahun berkenaan tanpa
melihat tuntasnya tindak lanjut tersebut dalam memenuhi rekomendasi BPK. Mulai tahun 2017,
capaian IKU tersebut juga memperhitungkan tindak lanjut yang telah diusulkan selesai oleh
DJPB. Adanya perubahan formulasi penghitungan ini cukup mempengaruhi capaian IKU DJPK.
Selain itu, koordinasi dan komitmen yang dilakukan terus menerus antar unit di lingkungan DJPK,
DJPB, dan juga BPK dalam penyelesaian rekomendasi juga menunjang pencapaian IKU
dimaksud.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2024, adalah sebagai
berikut:
1. Telah disampaikan Permintaan Update Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKBUN TA 2022 dan
Tahun-tahun Sebelumnya Lingkup DJPK (ND-361/PK.7/2024)
2. Memenuhi permintaan BPK atas tindak lanjut temuan, baik berupa permintaan data maupun
rapat-rapat koordinasi.
Berkoordinasi dengan SIPT terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti atas temuan dimaksud.
4. Penyampaian Update Tindak Lanjut atas LHP LKBUN dan LHP LKPP Tahun 2023 dan Tahun-
tahun Sebelumnya - ND-854/PK.7/2024.

w

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada periode berikutnya antara lain:
1. Melanjutkan koordinasi dengan Tim APDT, dan Tim Teknis terkait tindak lanjut sebagaimana
rekomendasi BPK.
2. Update Secara berkala rekapitulasi temuan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK
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3. Melanjutkan pemenuhan permintaan dokumen terkait yang dibutuhkan BPK.
4. Berkoordinasi dengan Dit APK, DJPB dan Dit SIPT DJPK untuk pemutakhiran penyelesaian
rekomendasi BPK.

CAPAIAN PENYELESAIAN REXOMENDASI EPK ATAS LKPP DAN LKBUN
PERIODE TRIWULAMN IV TAHUN 2024

A LEVEL KEMENTERIAN KEUANGAN

LKPP LKBUMN
Rek Capaian
we Rek Rek Jumlah Diusulkan ) Rek | Rek Jumlah _ Rek ) Trbssullen
Outstandi LHP Rek " Capaian | Outsfandi LHP Rek Diusulkan | Capaian | pragag
ng Awal 27 Ouetstamdi P —— d-an LKPP | ng Awal 2093 Qutstandi | Sesuaidan | LKBUN
Tahun ng TFI'IJ Tahun g Sesuai
[E1] 6] [[5] [d=0Fc] 5] [=erd] L] [I=g+h] L5 O M L
Kementenan Keuangan 122 a2 154 140 96.75% 226 54 280 265 D464% | 9570%
B. LEVEL KEMEMKEU-ONE ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN
LKPP LKBUMN
Rek Capaian
Rek Jumlah : Rek Jumlah Rek "
e Ourtstanall E::‘ Rek D;“ “It.nn Capaian | Owtstanadi E:: Rek Diusulkan | Capaian H;:Izl:n
ng Awal Outstandi i LKPP | ng Awal Outstandi | Sesuaidan | LKBUN
023 Sesuai, dan 2023 -
Tahun ng TPTD Tahun ng Sesuai
fa] L] e] | [d=b+c] {e] [F=erd) 1] (2] (i=g+h] i1} Tk=jfil_| (kY]
Selrelanal Jendera ] - ] ] TR0 E - 2 2 T00.00% | 10000 s
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Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan
lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, capaian IKU
Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti adalah
sebagaimana tabel berikut:

Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024

Target Renstra Kemenkeu dan DJPK - - - - -

Renja Kemenkeu Tahun 2024 - - - - -
Renja DJPK Tahun 2024 - - - - -
Standar Nasional - - - - -
Target pada Kontrak Kinerja *89% | *89,5% | *89,5% 90% 91%
Realisasi 100% | 95,71% | 97,22% | 91,16% | 91,67%

Adapun Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2024, adalah
sebagai berikut:
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1. Telah dilakukan pembahasan temuan awal antara BPK dan DJPK baik pembahasan di ruang
pemeriksaan tim BPK bersama subdit terkait maupun Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit)
bersama Ditjen Perbendaharaan;

2. Telah disusun Matriks tindak lanjut atas Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN beserta
dokumen pendukungnya telah disampaikan kepada PIC LKPP dan LKBUN pada Dit. APK,
DJPB;

3. Menyediakan tautan/link khusus untuk dokumen-dokumen pendukung progres penyelesaian
rekomendasi BPK;

4. Berkoordinasi dengan Subdit Teknis DJPK dan unit eksternal serta K/L Teknis terkait
pelaksanaan rekomendasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja selain didukung dari upaya-upaya yang telah dijabarkan
tersebut, juga didukung dengan adanya koordinasi dan komitmen kuat yang telah dilaksanakan
antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, unit eselon 1 terkait lainnya, Itjen, dan BPK dalam
penyelesaian rekomendasi. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh rencana aksi dan rencana
mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Persentase Rekomendasi BPK
atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti telah dilaksanakan seluruhnya.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah

1. Melakukan percepatan penyampaian dokumen pemeriksaan kepada unit pemeriksa (BPK)
melalui tautan/link khusus guna menyimpan dokumen-dokumen pendukung progres
penyelesaian rekomendasi sehingga lebih menghemat biaya dibandingkan dengan
menyampaikan dokumen fisik (hardcopy).

2. Koordinasi dilaksanakan melalui rapat secara luring maupun daring melalui virtual dan
melalui sarana komunikasi whatsapp.

3. Dalam rangka efisiensi waktu, BPK selaku unit pemeriksa dapat langsung berkoordinasi
dengan unit terkait (alokator) dalam rangka mendapatkan penjelasan, informasi ataupun
data yang dibutuhkan sesuai tugas dan fungsi unit dimaksud.

Pada periode tahun ini, dalam pencapaian IKU terdapat tantangan yang cukup berarti.
Koordinasi yang dilakukan secara intens antar stakeholder menjadi kunci utama dalam
pencapaian IKU ini. Sampai dengan akhir tahun 2024 secara keseluruhan Capaian IKU dapat
dicapai bahkan melebihi target.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK secara berkala;

Melakukan update tindak lanjut rekomendasi BPK secara periodik/ berkala; dan

3. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon Il terkait, Itjen, BPK, DJPB, serta eselon 1
terkait lainnya mengenai sisa temuan yang harus diselesaikan.

N




7b-N | Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan ITJEN yang
telah ditindaklanjuti

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti adalah
pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat
Jenderal, berupa:

a. Rekomendasi Policy Recommendation;
b. Rekomendasi Hukuman Disiplin; dan
c. Rekomendasi Hasil Pengawasan selain Policy Recommendation.

IKU ini terdiri atas 3 komponen penilaian (sub IKU) dengan bobot yang telah ditentukan sbb:

1. Persentase Policy Recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (Bobot 30%)
dengan UIC yaitu Inspektorat | s.d VI sebagai pemilik policy recommendation.

2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen (data teamcentral dan
TeamMate+ minus Policy Recommendation) (Bobot 40%) dengan UIC yaitu Inspektorat |
s.d VIl dan Inspektorat Bidang Investigasi.

3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hukuman Disiplon oleh 1Bl (Bobot 30%) dengan
UIC yaitu Inspektorat Bidang Investigasi.

Catatan: Tindak Lanjut didasarkan pada saldo rekomendasi masing-masing komponen sub
IKU pada awal tahun 2024. Apabila ada komponen sub IKU yang 0, maka sub IKU tersebut
dianggap N/A, dan penghitungan IKU hanya didasarkan pada sub IKU lainnya.

Target IKU ini pada 2024 adalah 98% dengan capaian sebesar 100% dan periode pelaporan
semesteran sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

SS: 6. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah
K-One DJPK

7b - N Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti

Target

Realisasi

Capaian

Tabel. Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan ITIJEN yang ditindaklanjuti

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasam ITJEN Yang Ditindaklanjuti merupakan
IKU yang baru mulai ditetapkan pada tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan dalam
pencapaian IKU ini selama tahun 2024 ialah berkoordinasi dengan unit eselon Il terkait dan Itjen
untuk memastikan ketuntasan penyelesaian rekomendasi.
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Jumlah rekomendasi yang jatuh

MNo. | Direktorat tempo 5.d per 31 Des 2024 Keterangan Capaian
Tuntas | Ditolak Perpan- Total
jang
1. | DTU 1] 0 2 2 2 rekomendasi 120%

diperpanjang s.d 28 Feb
2025 (Teammate )

2 0 [1] 2 Selesai di Tw Il (Polrec)
2. |DTK 3 0 0 3 Selesai di Tw Il 100%
{Teammate)
3. | DDIOKK 3 0 0 3 Selesai di Tw Il 100%
{Teammate)
4. | P2D 23 0 1 24 1 rekomendasi 100%

diperpanjang s.d 30 Juni

2025 (Teammate)

5. | SIPT 7 0 10 17 10 rekomendasi 100%
diperpanjang s.d 30 Juni
2025 (Teammate )

Tabel Realisasi IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan ITJEN
Tindakan Upaya yang Telah Dilaksanakan :

Berkoordinasi dengan Itjen, Dit. SIPT dan Dit. P2D serta tim teknis pada kedua direktorat
tersebut dalam hal penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang jatuh tempo pada TW IV
Tahun 2024.

Telah disampaikan Perubahan Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan lItjen
Kemenkeu Terkait PMK Sinergi BAS - ND-455/PK.7/TR.2/2024

Penyampaian Perubahan Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen
Kemenkeu Terkait Pemantauan dan Evaluasi DAK - ND-463/PK.7/TR.2/2024
Penyampaian Perubahan Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan lItjen
Kemenkeu terkait Pengaliran Data Perencanaan Penganggara ND-328/PK.7/TR.1/2024

Rekomendasi Rencana Aksi:

Perencanaan Pemenuhan Rekomendasi Itjen di TA 2025.
Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
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7c-N | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

IKI Indeks Pengawasan Kearsipan Internal merupakan IKU yang bertujuan untuk mengukur
tingkat kesesuaian pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP) Direktorat Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKI ini memiliki target sebesar 91 yang selaras dengan target salah satu IKU mandatory dari
Sekretariat Komite Manajamen Kinerja Organisasi yang dimiliki oleh Sekretaris DJPK selaku
Kepala Unit Kearsipan (UK) II, yakni IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Eselon |
(DJPK). Nilai pengawasan kearsipan juga merupakan salah satu subkomponen dalam penilaian
pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi sesuai dengan PerMenPAN-RB Nomor 26
Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada Peta Strategis,
IKI ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS) yaitu Organisasi dan SDM yang
Berkinerja Tinggi.

Kegiatan pengawasan kearsipan internal ini dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dan Unit
Pengawasan (Arsiparis, Bagian Umum, Kehumasan dan Layanan Informasi). Untuk mengetahui
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diukur sebagai berikut:

Triwulan | : | Hasil Verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian atas
Hasil Self Assessment Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal
masing-masing Objek Pengawasan.
Triwulan 11 . | Hasil Verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian atas
Hasil Self Assessment Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal
masing-masing Objek Pengawasan.

Triwulan 111 : | Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI atas Hasil Verifikasi Tim
Pengawas Kearsipan Internal Kementerian.
Triwulan IV : | Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI + Indeks Pemenuhan

Rekomendasi Kearsipan.

Adapun aspek yang dinilai dalam pengawasan kearsipan internal terdiri atas 2 aspek, yaitu:
1) Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD), meliputi Subaspek Penciptaan Arsip, Subaspek
Penggunaan Arsip, Subaspek Pemeliharaan Arsip, dan Subaspek Penyusutan Arsip; dan
2) Aspek Sumber Daya Kearsipan, meliputi Subaspek SDM Kearsipan serta Subaspek
Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan polarisasi maximize dan
jenis konsolidasi periode menggunakan take last known.

Pada tahun 2024, IKI ini telah melampaui target yang ditetapkan dengan mencapai realisasi
sebesar 118,38 dari target 91 dalam dokumen kontrak kinerja. Sehingga indeks capaian IKI
Indeks Pengawasan Kearsipan TA 2024 adalah 120.




SS: 7. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Kemenkeu-One
7c - N Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

|
| | |

Target

Realisasi MAX/TLK

Tabel. Capaian Pengawasan Kearsipan Internal

Dalam rangka pencapaian target kinerja Dorektorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus
dan Keistimewaan telah dilakukan beberapa tindakan, meliputi:

1) Penunjukan Pengelola Arsip di lingkungan DJPK melalui Keputusan Dirjen Perimbangan
Keuangan Nomor KEp-4/PK/2024;

2) Penunjukan Pengelola Arsip Elektronik di Lingkungan Direktorat DDIOKK melalui Surat
Tugas Nomor ST-47/PK.4/2024;

3) Studi Banding Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kearsipan di Gudang Arsip Setjen
Kemenkeu;

4) Penyusunan Rencana Kerja Audit (RKA) Kearsipan; dan

5) Melaksanakan kearsipan Direktorat DDIOKK pada peraturan yang berlaku.

Keberhasilan Direktorat DDIOKK melampaui target nilai pengawasan kearsipan internal

didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

1) Adanya komitmen pimpinan serta seluruh pegawai untuk melaksanakan pelaksanaan dan
pengawasan kearsipan internal sesuai peraturan yang telah ditentukan.

2) Membentuk tim arsip berbasis elektronik untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip
berbasis elektronik di lingkungan Drektorat DDIOKK.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKI Indeks Pengawasan
Kearsipan Internal yaitu:

1) Mewajibkan pengelola kearsipan untuk mengikuti diklat kearsipan dan studi banding
kearsipan ke unit organisasi di luar DJPK untuk meningkatkan pemahaman
pejabat/pegawai mengenai kaidah, prinsip dan standar kearsipan.

2) Menyeleksi serta melakukan pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah Dirketorat
DDIOKK ke Unit Kearsipan Sekretariat DJPK untuk mengatasi terbatasnya ruang
penyimpanan arsip di Direktorat Dana Transfer Umum.

3) Melakukan pemberkasan arsip aktif secara berkala dan berkelanjutan dengan jumlah arsip
yang cukup banyak.
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1)
2)
3)

Rekomendasi Rencana Aksi:

Melakukan pemberkasan arsip elektronik secara berkala/berkelanjutan.
Melakukan pendataan dan penataan arsip.
Mengikuti kegiatan e-learning pengelolaan arsip bagi pengelolaa arsip.
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8a-CP | Indeks Efektivitas ekosistem Kehumasan

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas
komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program
komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2024, khususnya
terkait kebijakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Komunikasi publik yang efektif disusun dan dilaksanakan oleh DJPK melalui strategi
komunikasi yang meliputi 3 saluran strategi, yaitu:
1. Aktivasi Media Massa,
2. Publikasi Media Sosial, dan
3. Event online/offline.

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mengukur:
a. Efektivitas komunikasi publik,
b. Partisipasi agenda setting (kolaborasi),
c. Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi),
d. Penanganan isu negatif, dan e. Implementasi hasil rakor kehumasan.

Selain itu pada tahun 2024, terdapat penambahan komponen Employee Advocacy, isu
negatif, dan Kolaborasi Eksis sebagai unsur pengukuran Tingkat Efektivitas Komunikasi Publik.
Employee Advocacy merupakan sebuah bentuk amplifikasi konten-konten Kementerian
Keuangan oleh para pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra Kementerian
Keuangan. Kolaborasi Eksis (Ekosistem Informasi Kehumasan Kemenkeu Satu) merupakan
suatu sistem yang merangkum seluruh kegiatan komunikasi dan publikasi dalam satu siklus yang
tersisem dan terkolaborasi dengan baik. Kolaborasi Eksis merupakan sinergi di bidang
komunikasi dan publikasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Formula IKU Tingkat Efektivitas ekosistem kehumasan adalah sebagai berikut:
[ (50% Realisasi Komponen IEEK) + (50% Realisasi Komponen Opini Negatif) ] *100

Capaian kinerja Direktorat DDIOKK atas IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
berhasil melampaui target dengan realisasi 120 dari target 100.

SS: 8 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

Kemenkeu-

One 8a - CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

T/R Q1 Q2 SM. | Q3 s.d. Q3 Pol/KP
Target 100 100 100 100 100
Realisasi MAX/TLK

Capaian

Tabel. Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
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Capaian kinerja Direktorat DDIOKK atas IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
berhasil melampaui target 100 yaitu dengan realisasi 120 dengan indeks 120. Adapun
penghitungan capaian didasarkan pada pengukuran indeks efektivitas ekosistem kehumasan
yang dilakukan oleh Direktorat DDIOKK padaTriwulanan di Tahun 2024. IKU ini merupakan
wujud dukungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan terhadap
Kegiatan Pengelolaan dan Komunikasi Publik yang diamanatkan dalam Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam Kegiatan dimaksud,
Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan dari
Sasaran Kegiatan: Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan. Pada
Peta Strategis Direktorat DDIOKK 2024, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis
(SS): Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Tindakan yang telah dilaksanakan :
v Berkoordinasi dengan unit Eselon Il terkait Itjen untuk memastikan ketuntasan penyelesaian
rekom

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 yaitu:

1) Setiap triwulan, terus berkoordinasi dengan unit teknis dan KLI dalam rangka pencapaian
target IKU;

2) Melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan;

3) Mengimbau para pegawai yang DJPK untuk melaksanakan Employee Advocacy.

4) Berkoordinasi dengan Bagian UKLI DJPK dan Melanjutkan pelaksanaan program/kegiatan
terkait pencapaian indeks efektifitas ekosistem kehumasan




8b-N | Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK

IKU ini bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam
memenuhi penggunaan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
sehingga diharapkan dapat mematuhi mandatory spending dan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk
memastikan penggunaan belanja wajib tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan
diperlukan pengawasan dan monitoring.

Pemerintah daerah wajib memenuhi belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Untuk memastikan penggunaan belanja wajib tersebut sudah sesuai
peraturan perundang-undangan, diperlukan pengawasan dan monitoring dari Direktorat DDIOKK
melalui pengukuran antara lain: 1) Persentase jumlah daerah yang memenuhi earmarked
penggunaan untuk bidang pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari Dana Otsus 1,25%,
dan 2) Persentase jumlah daerah yang memenuhi belanja wajib ADD.

Adapun komponen yang diukur dari IKU ini adalah sebagai berikut:
1) Jumlah daerah yang memenuhi belanja wajib dana otsus yang telah ditentukan

penggunaannya (1,25%) untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Di dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana

Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi

Papua diatur bahwa tiap daerah baik provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dan

Papua Barat wajib menganggarkan alokasi sekurang-kurangnya sebesar 30% untuk bidang

pendidikan dan 20% untuk bidang kesehatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus

yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1,25%). Dengan adanya kebijakan tersebut

diharapkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan di 6 Provinsi di wilayah Papua dapat

meningkat.

2) Jumlah daerah yang memenuhi belanja wajib ADD.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pendapatan desa yang bersumber dari DBH dan DAU yang

diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota. Pemenuhan belanja wajib ADD

berpedoman pada PMK Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau

Pemotongan DAU dan/atau DBH terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana

Desa. ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari:

a) DAU (bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang
ditentukan penggunaannya); dan

b) DBH (selain DBH cukai hasil tembakau, DBH sumber daya alam kehutanan dan reboisasi,
tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus, DBH perkebunan
sawit, dan DBH lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan).

yang dianggarkan kab/kota dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize dengan

konsolidasi periode take last known value (tlk).




Berikut formulasi IKU Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK:

Tingkat Kualitas Monitoring _ _ Monitoring Otonomi Khusus + Monitoring Dana Desa
DDIOKK - 2
Keterangan:

1. Persentase jumlah daerah yang memenuhi earmarked penggunaan untuk bidang
pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari Dana Otsus 1,25%.

2. Persentase jumlah daerah yang memenuhi belanja wajib ADD 10% dari DAU dan DBH
yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD tahun
anggaran berjalan.

Adapun realisasi pada tahun 2024 yang diperoleh berdasarkan formula diatas adalah
sebesar 96,70% dari target 85% sehingga memperoleh indeks capaian atas IKU ini sebesar
113,76.

SS: 8. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Kemenkeu-Two
8b - N Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK

Target 2% | 2% | s | sow
Realisasi 51,78% | 51,78% | 68,25% | 68,25% MAX/TLK
Capaian

Tabel. Capaian IKU Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK

Pada tahun 2024, terdapat 6 (enam) kabupaten yang tidak memenuhi kewajiban ADD
sebagaimana ketentuan dalam PMK 130 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi
Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa yaitu:

1) Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (persentase pemenuhan 95,27%);

2) Kab. Kepulauan Yapen, Provinsi Papua (persentase pemenuhan 80,29%);

3) Kab. Mamberamo Raya, Provinsi Papua (persentase pemenuhan 99,32%);

4) Kab. Waropen, Provinsi Papua (persentase pemenuhan 69,11%);

5) Kab. Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan (persentase pemenuhan 98,83%);
dan

6) Kab. Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan (persentase pemenuhan 48,77%).

Pada tahun 2024, jumlah daerah yang memenuhi belanja Pendidikan dari Dana Otsus 1,25%
di seluruh provinsi di wilayah Papua sebanyak 47 daerah dari total 48 daerah atau sebesar
97,92% sedangkan jumlah daerah yang memenuhi belanja Kesehatan dari Dana Otsus 1,25%
di seluruh provinsi di wilayah Papua sebanyak 45 daerah dari total 48 daerah atau sebesar
93,75%, sehingga rerata daerah yang memenuhi ketentuan belanja Pendidikan dan kesehatan
sebesar 95,83%.
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Keberhasilan capaian IKU Indeks Kualitas Monitoring DDIOKK yang melampaui target

didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1)

2)
3)

Melaksanakan bimtek mengenai tata kelola Dana Otsus berdasarkan peraturan terbaru
yaitu PMK 33/2024.

FGD evaluasi RAP bersama kementerian/lembaga terkait.

Melaksanakan FGD pemantauan atas kendala penyusunan RAP.

Rencana aksi dan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan Direktorat DDIOKK

antara lain sebagai berikut:

1)
2)

3)

Mendorong daerah agar dapat memenuhi kepatuhan sesuai dengan ketentuan berlaku
Melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada Pemda dengan intensif baik secara formal
melalui surat, media sosial, webinar, bimtek, dan secara informal agar segera menyampaikan
laporan kepada DJPK.

Mengawal pemenuhan penggunaan Dana Otsus Specific Grant (1,25%) untuk bidang
Pendidikan sebesar 30% dan kesehatan sebesar 20% pada setiap daerah di wilayah Papua
setiap tahunnya melalui evaluasi Rencana Anggaran dan Program (RAP) setiap tahunnya.




9a-N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk memberikan panduan
kepada unit eselon Il di Lingkungan DJPK dalam berpartisipasi dan berkolaborasi dalam
mendukung pencapaian target persentase kualitas pelaksanaan anggaran di DJPK secara
optimal dengan berpedoman pada tata cara perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan
Anggaran.

Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai
rencana yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran
menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output
sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan terhadap Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang diamanatkan
dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam
kegiatan dimaksud, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menjadi salah satu Indikator
Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel.
Pada Peta Strategis Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan tahun
2024, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan Keuangan yang
optimal.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan
mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara
Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan
Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran"
mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada
evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas
capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam
PERDIRJEN Perbendaharaan No.4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Untuk mengetahui kinerja unit eselon Il di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam
dokumen pelaksanaan anggaran, IKU in | menjadi IKU mandatori dengan penilaian capaian IKU
ini dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Penyerapan Capaian
Triwulan atas RPD per Output per Formula Perhitungan
UE2 UE2

Realisasi anggaran UE2 per Q1

Ca}paian IKU PKPA 50% 50% Total RPD UEZ per Q1 x100%
Triwulan |
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50% 50% Realisasi anggaran UE2 per Q2

Capaian IKU PKPA Total RPD UEZ per Q2 x100%

Triwulan Il

. 50% 50% Realisasi anggaran UE2 per Q3 0
Ce_lpalan IKU PKPA Total RPD UE2 per Q3 x100%
Triwulan 111

Realisasi anggaran UE2 per Q4

Capaian IKU PKPA 40% 60% x 40%
Triwulan IV Total RPD UE2 per Q4 +

Realisasi output per UE2
x 60%

target ouput per UE2

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize dimana semakin
tinggi persentase realisasi menunjukkan tingkat kualitas pelaksanaan anggaran semakin baik.
Sebaliknya semakin rendah persentase realisasi maka semakin rendah pula tingkat kualitas
pelaksanaan anggaran.

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilaporkan secara triwulanan
dengan jenis konsolidasi periode menggunakan average. Pada tahun 2024, IKU ini memenuhi
target yang ditetapkan dengan capaian realisasi sebesar 105,94%% dari target 95,5% dalam
dokumen kontrak kinerja. Sehingga capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA
2024 memperoleh indeks capaian sebesar 110,93%.

KETI0 SS: 9. Pengelolaan keuangan dan BMN yang Akuntabel

DJPK IKU : 9a - N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

95,5% 95,5%

Target 95,5% 95,5% 95,5% 95,5%

MAX/AV

Realisasi 88,08% | 101,54% 111,5% 111,5%

Capaian

Tabel. Capaian IKU PKPA Dit.DDIOKK

Realisasi IKU ini pada Triwulan |1l sebesar 99,10% dari target 95,5% . Hal ini disebabkan
karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RPD,
sehingga hal ini menjadi perhatian utama dalam capaian target penyerapan dan output. realisasi
capaian IKU secara keseluruhan sampai dengan Triwulan Il menjadi hijau dengan indeks
capaian s.d. Triwulan 11l sebesar 111,5% dari target 95,5%.

Pada Triwulan IV realisasi capaian IKU sebesar 105,94% berhasil mencapai target, sehingga
secara keseluruhan realisasi capaian pada Tahun 2024 sebesar 105,94%. Adapun capaian IKU
PKPA pada triwulan IV adalah sebagai berikut:
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1)

2)
3)

4)

5)

1)
2)

DATA CAPAIAN REALISASI IKU PKPA ESELON Il DJPK

Eselon Il Konsistensi Penyerap Capaian UPITUP SKOR PKPA
WiV QOutput Konsistensi | Penyerapan | Capaian | Konsistensi | DIREKTORAT | [{/1,18
Rata-Rata Rencana Realisasi % Permintaan | Realisasi % (25%) (30%)  |Output (33%)| UPITUP wN
{10%)
Direktorat Dana Desa, 100,00% 1.601.652.860) 1.344.866.263) 96,44% | 100% | 205.466.314) 2B4.905.630) 96,44% | 25,00% 28,93% 3% 9,64% 98,58%
Insentf, Otonomi
Khusus, dan

Keistimewaan

Tabel. Realisasi PKPA Dit. DDIOKK TW IV Tahun 2024

Tindakan/Upaya yang Telah Dilaksanakan :

Melakukan Koordinasi dengan PIC kegiatan di TR dalam penyusunan RPD/RPK serta
rencana pelaksanaan kegiatan TW 4;.

Melakukan koordinasi dengan Cankeu dalam penyusunan RPD/RPK TW 4.
Melakukan koordinasi dengan PIC kegiatan di TR dalam penyusunan usulan Revisi
POKI/DIPA.

Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran
internal DDIOKK.

Melakukan perpecatan pelaksanaan anggaran.

Adapun Rencana aksi yang akan dilakukan pada meliputi:

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang telah direncanakan.

Melakukan koordinasi dengan Bagian Cankeu, Setditien untuk percepatan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
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B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat DDIOKK tahun 2024 tercantum dalam
dokumen Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024 sebesar Rp.5.559.173.000. Berikut ini adalah
dukungan pendanaan pencapaian kinerja DJPK sebagaimana tercantum dalam dokumen
Perjanjian Kinerja, penyesuaian self-blocking serta realisasi anggarannya:

Unit Pagu REEURES
Eselon I Awal Penambahan Realisasi % Berdasarkan |% Berdasarkan pagu setelah
Pagu Awal Penambahan
Direktorat 5.5659.173.000 0 5.465.216.385 98,31% 98,31%
DDIOKK

Tabel Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DDIOKK 2024

Alokasi pagu berserta realisasinya sebagaimana tercantum diatas, pada prinsipnya
merupakan pendanaan dan realisasi yang terjadi untuk mendukung seluruh kinerja Direktorat
DDIOKK baik kinerja utama (IKU) maupun untuk mendukung kegiatan yang bukan menjadi
kinerja.
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Bab ini menggambarkan bagaimana Congklak
melambangkan transisi yang mulus dan keberlanjutan,
di mana setiap langkah membawa manfaat jangka
panjang melalui pengelolaan sumber daya yang tepat.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat DDIOKK tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas kinerja Direktorat DDIOKK dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2024.
Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 9 sasaran strategis, dan
diidentifikasikan lebih lanjut melalui 13 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari 13 IKU tersebut, seluruh 13 IKU berstatus hijau atau dapat mencapai target. Sehingga,
Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan berhasil memperoleh Nilai
Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,08 dengan rincian nilai sebesar 109,35 dari bidang
stakeholder perspective (30%), 102,25 dari bidang customer perspective (20%), 109,40 dari
bidang internal process perspective (25%), dan 113,91 dari bidang learning and growth
perspective (25%).

Beberapa keberhasilan kinerja Direktorat DDIOKK pada tahun 2024 dalah sebagai berikut:

Mencapai Realisasi 94,65 dari target 84 pada Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah.

Mencapai Realisasi 106,02 dari target 100 pada indeks Integritas Organisasi;

Mencapai Realisasi 87,46 dari target 85 pada indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara;

Mencapai Realisasi 7,55% dari target 7,43% pada Rasio TKD yang berbasis Kinerja

terhadap TKD;

Mencapai Realisasi 114,7 dari target 95 pada Nilai Kinerja Regulasi Prioritas;

6. Mencapai realisasi 13.2 % dari target 12 % pada Persentase Formula Indikator Daya Saing
dalam Pengalokasian Insentif Fiskal;

7. Mencapai realisasi 100% dari target 100% pada Tingkat Sinkronisasi Perencanaan,
Penanggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD;

8. Mencapai realisasi 91,67% dari target 91% pada Persentase rekomendasi BPK atas LKPP
dan LKBUN yang telah ditindak lanjuti;

9. Mencapai realisasi 100% dari target 98%% pada Persentase rekomendasi hasil Itjen yang
telah ditindak lanjuti;

10. Mencapai Realisasi 118,38 dari target 91 pada Indeks Pengawasan Kearsipan Internal,

11. Mencapai Indeks 120 dari target 100 pada Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan;

12. Mencapai Indeks 96,70 dari target 85 pada Indeks Kualitas Monitoring DDIOKK

13. Mencapai realisasi 105,94% dari target 95,5% % pada Persentase Kualitas Pelaksanaan
Anggaran

E A

o

Selanjutnya, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya
secara aktif melalui rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak
lepas dari perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Selain itu koordinasi yang intensif
dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku
kepentingan, juga diharapkan guna peningkatan kinerja tersebut.
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LAMPIRAN | - Perjanjian Kinerja Direktorat
DDIOKK 2024 dan Adendum Perjanjian Kinerja
2024

PERJANJLAN KINERJA
NOMOR: PK
DIREKTUR DANA DESA, INSENTIE, OTONOMI KHUSUS, DAN
KEISTIMEWA AN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMEMNTERIAN KEUANGAN
TAHLUN 2024
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Sasaran Peogrsm, Kigiakar

1 Belarga Megara varg; Berkuakilas

PERJANJIAN KINERJA
TAHLUN 2024

DIREKTUR DANA DESA, INSENTIE, OTONOMI KHUSUS, DAN

KEISTIMEWAAN

DIREEKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUAMNGAN
EEMENTERIAN KEUAMGAN
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Prograny Kegiatan Tahun 2024
Frogram Baelasga Negara 4. 054. 150,000,

a Komunikasi, Edukasi, dan Standandesas 2 8088 5230000, -
b. Pengelolaan Anggparan Pusat dan TKDOD 697 600000, -
¢ Kebijakan Bidang Ekononmd dan Keaangan i 547.727 000, -

Frogram Kebfakan Fiskal - 400 000 000, -
a. Formulass Kebijalcan Fiskal dan Selaor Keuangan Rp S00. 000000, -

fakarta, 31 Janwari 238
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Dana Desa, Ensentif, Otonomsd Khusas, dan
Kesstionow aan

Luky Allirman Jaka Sucipta

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT DDIOKK TAHUN 2024 £




RIMCIAN TARGET KIMNER] A
DIREKTUR DANA DESA, INSENTIF, OTOMNOMI KHUSUS, DAMN

KEISTIMEWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAMN
KEMENTERIAN KEUAMNGAMN
TAHUM 2024
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L5 dan IKL

Persan lassr Eekomendari saril

Py asan TTIEN varg
dativelaklasnjuli

I ks P ngans asam Kearsipan
L lzraal

Oirgraniededi dan SO0 yang Berkinesga (i

Lrudaz ks Elerkbivibas Eocesielim (111
Fli iy ey

lNingkal Fisalstie Momniloriog THMUESE

Pengelolasn Kisangan dan BN yvang Akt

PP Lo Bl il Pz Ladhos di it 55.5%

Anggaran
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SASARAN EINEFRJIA PEGATWAL
FEMDEEATAN HASIL KERIA KIFANTITATIF
BAGE PEJTABAT FIMFINAN TINGGE DAN FIBMPIMNAN UNIT KEFR.JA MAMIDVIRT

HEMENTERLAN KELAMIOGAN FERIODE FENILAIANMN: 1 Janwsard sd 31 Desember Tahuon 20024
FPECGAWAL WAMC DOMILAT FEIABAT FENILALI KINER.IA
P NS fraka Sucipaa, 5.H_, &I M PLA ML Lukcy Alflrmmam
MIF 107 LA ] 1 S TS NN 1 0 AESFTO0SZETIO9503 100T
PANGHAT S Fembina Temgkat §, IV b FPANGKAT S Fembdidnag Uiana, IV =
GOL RUAMNC GO RLLAN G
JABATAN Oireicter Dana Desa, Insentill, Otomsamd | JABRAT AN rirekmur Jenderal Perimbangan
suE, dan Hels rimewaan ousngnr
UNIT KER.JA Emmrﬁ: Diama Desa, Insenolf, UNIT KEFELA rirekeorat Jenderal Perimbsangan
Jeomonal Khuesns, dan Helsolnoeesrasn s mgan
HIMEATOR HKINEFLIA
ot ] EENCANA HASIL KERJIA [ — TARGET PFERSPEKTIF
i1 [=T | [ET] EN | [T
A, UTABRLA
L Eslanja Negara yang berkualitas Indeks Kunalitas Belanga Pusat 2= Penernima Layanan
(Penugasan dar Direknar Jemdenad dan Dasral

Ferdmbangan Keosmngan)

= | Eslanja Negara yang berloealicas Indelks Integricas Cnmeond sl plenl Penernina Layanan
Pemugasan dar Direlomar Jemsderal
FPerimbangan Keuangan)

X Kehipalan Fiskal vang Ekspans i Indeics Efskrivitas Kebjakan a5 Penenima Lavanan
B el bl i Belan|a Megara
(Pemugasan dark Direlonar Jemderal

FPermbamngan Keoangarn)

4. Alokasi Belanga Pusar dean TR yang oepaal Rasio TEIY yang Berbasis SO T Froses Hisms
dan Alnamiabel Kimerja Terhadap THD
Feougasan dark Ddrekonar Jemdenal
Permbamgan Keoangarn)

=% Formulasi Kebiljakan Flaskal yang Spoional Milad Kiners Regalbasl Priositss a5 Proses Bismds
Femugasan dark Ddrelonar Jendenal
Permbamgan Keoangan)

B. Inseneil Bagd Daerah vang Meandorong Davs | Persentass Formols Inddcanoer 1 Froses Bismds
Saing Daya Sakng dalanm Pengelolann
(Pemugasan dark Direlonar Jemidensd Imsenoil Fiskal
FPermbangan Keoangan)

7. Sinergl Perencanaan dan Fenganggaran Tingkat Simkononidsasd LM Froses BHismis
Belanja Pemerintah Pusat dam THD Perencanaan Perma e me
Femnugasan dark Ddrelonar Jemdenal Belanja Pemerintabh Pusst dam
Permbamgan Keoangan) TEI}

a. Pengendalian dan pengawasan ntereal Fersentass Rekomendasi BPE LBk Froses Bismds
yargs ermilal camnbakh mtas LEPP dan LHBUN vans
(Pemugasan dark Direlonar Jemidensd telah ditinadakdanjor
Perimbangan Keoangan)

9. Peogendalian dan pengawasan iniermal FPersemiase Rekomendast hasil TR Froses BHismis
yargE ermilal cambakh pengawasnan ITITEN vans
Femnugasan dark Ddrelonar Jemdenal dirindaklamjun
Permbamgan Keoargan)

0. Pemgendalian dan pengawhasan ntermal Indelks Pengawnsan Kearslipem o1 Proses Bismds
yargs ermilal camnbakh Iruterrsal
(Pemugasan dark Direlonar Jemidensd
FPermbangan Keoangan)
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i, |Organisasi dan SOM yang berkinerjn tingg | Indeks Efsktivitas Ekoslatem 100 | Penguatan Internal
(Perugaaan dan Direktar Jenderal Kihimasan ataw Arggaran
Perimbangan Keuangan)

12. | Organisasi dan SDM vang berlonerja tnggl | Tinghat Kualitis Minitoding 85 | Penguatan lntermal
(Perugasan dan Direktur Jenderal TR At Anggaran
Perimbangan Keuangan)

13, | Pengedalian Kevargan dan BMN yang Peraentase Hualitas #5,5% | Penguatan Intermal
Aduntabel Felaksanaan Anggaran Rl ATggaran
(Perugasan dan Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan)

B. TAKEAHAN
PERILAKL KERIA
| | Berorientasl pelavanan
« Memahami  dan  memenubl  keburuban | Ekspektas Khosus Pimpnan:
MRS YRrAkat
- Ramah, celatan, solutlf, dan dapat diandallan | Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
- Melakukan perbalkan tiada hent kepada  seluruh  pemangku  kepentingan  tanpa
membeda-bedalan, bertindak berdasarkan
kompetensi diri, dan senantiasa melalukan perbaikan
dalam ranghka meningkatkan mutu pelayanan.
2 | Aluntabel

Melaksanakan migas dengan [ujur, bemanguang
Jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas dngg
Menggunakan kekayian dan barang ik
fegarn decana bertanggung jawab, ekl dan
ellalen,

Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Ekspeltasi Khosus Pimpnan:

Menjunjung dan mentaati nilad-nilai kebenaran dalam
berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani
menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik

institusi dan negara.
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PERILAKL KERIA

3 | Kompeten
Meninghatkan kompetens din untok menjawab | Ekspelias Khusus Fimpinan:
tantangan vang sclilu berabab
Memnbanit arang Lain belajar Berdedikasi untuk senantiasa bekerjn sesuai tugas dan
Melaksanakan mugas dengan kualiths terbalk tRnggung j[w['l:.l mmgnpﬁrmlkan l'_nmpﬂmn yang
dimiliki, serta bekerja secara efekiif dan efisien dengan
terus-menerus  melakukan upaya  pengembangan
kompetensi dini.
4 Harmoals
Menghargai setiap omog  apapun  latar | Ekspekiasi Khusus Pimpinan:
belakangrya
Snka menolong arang Ladn Bersikap positd & kooperatif dalam membangun
Membargun linghungan kerja vang konduslf | kerjasama unfuk mencapai hasil kerja yang terbaik
berlandaskan keterbukann serta sikap adil terhadap
semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan
kewapban.
5| Loyl
Memegang teguh deologl Pancasila, Undang- | Ekspekiasi Khusus Pimpinan:
Undarg Dasar Negara Republik  Indonesi
Tabun 1945, setia pada Negarm  Kesahuan Mepjunjung dan mentaatl nda-nial kebenaran dalam
Repubille Indonests sera pemerintahan vang | berbagal sitoasi, penuh tanggung jawab sema berand
sl menyuarakan kebenann guna menjaga nama hakk inacus
Menjagi pama balk sesama ASN, PRPNAT, | 4 pegorg
Instansl, dan Negara
Menjaga rahasia phatan dan negans
6 | Adapf
Cepat  menyesualkan il menghadapl | Ekspekias Khusus Fimpinan:
perubahan
Terus hbernowvasi  dan  mengembangkan | Melakukan peninjauan pelerjaan dan menerima
kreativitas masukan dalam upaya peningkatan lualitas kerja,
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FERILAKL KERA

Bertindak proakrif sartn proaktif mencar peluang perbatkan dengan
memanfnatkan informasi terkini.

T Bodsa b il

Memben Kesempatan kepada berbagal pihak | Ekspekias) Khusus Plmpinan:
usnituk berkontribusd
Terbaka  dalam  bekerja  sama  untok | Bersikap positd & kooperatif dalam  membangun

mnenghasilian nilad tammbak kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik

Menggeraldoan pemanaatan berbagal | berlandaskan keterbukann serta sikap adil terhadap

sumbsrdaya unruk rujuan Bersama semmua pihak tanpa membedakan demajat, hak, dan
kewajiban.

Jakarta, 31 Janiari 2004

Jaka Sucipla Luky Aliirman

19710301 1'MTI21001 197T00EZT 1995031002
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LAMPIRAN SASARAN KINERIA PEGAWAL

EEMENTERIAN KEUANGAN FERIODE PEMILALAN: 1 Janusar sd. 31 Desember Takoan 2034

DUEUNGAN SUTMBER DAY A

1. | &1 pegawai
2. | Pegarval o
SN EMA PERTARGGURGIAWARAN

mibtituhan perelatar Rera aniane ain Kompater piop, alar fealis, dom fain- ki

1. | Hasll Kerja dilapaorkar Sacana il i

Target

Sme.l Q3 =.d.Q3

Ired s Kualitas Belanja Pusal dan Daerah

1 Iesd s Inbopirib s Chegt anisasi 100 100
1 lesd s Efekid Eebijakan Belanja Megara HS 85
4 Fassn TED vang Berbasis Kinefga Tedthadap TED 0TS | P67
3 Milai Eiresia Rogulac Priosites 40 &0 &l 2] HS 85
& | Persimiase Foremla Indikaior Daya Saieg dalaen 12% 13%

Pengalokasian eeentil Fisdal

T Tingkat Sinkeonisasi Perencanasn Pengangpanan - 100 0% 1% 10 % 0% | O
Bazlamja Pemserintaly Pusak dan TR

E Persimiass Reloanendasi BIE & LETIF dan 0% % - A% 91% 91%
LECBUN wang belah ditendak Lanjutd
] P rsimilisse Rekomendasi hasil pergrawasan 5% 0% 1% Bl% Bl% 98% OH%
warg dibndakbanjue
il | Imsdeks Pengawasan Bedrsipan [nlermnasl =1 91 91 71
11 | Timghat Kisalitaes Womdloe ng THHCHCE 5% A5
12 | Imdeks Elekbvi Elcesis e Fohisrnasan 100 10 oo 1 100 10 L]
13 | Persemlase Bualilas Pelalcaraan Anggaram 5% | 955% |95.5% | 955% | 955N | 95.5%

HORESERUENSI]

1. | Apakila taerget kinerja tereapa maka diberikan penghargaan seswal ketenfuan yang beraiu.

2. | Apabila torget Adinerha tilak fereapal raka difsrican perebinman dans ot sanisl sesmal ete
pang Berkakas.
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Pegawal yang Dinilal,

Jaka Sucipta

19710201 1997031001

Jakarta, 31 Januari 2024

Pejabat Penilad Xinerja,

Luky Alfirman

19700327 1995031002
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ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK- 44 /PE/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanva adendum atas Perjargian Kinerja Nomoe: PE- 4/ PK/ 2024 tanggal 31 [anoari 2024, dengan rincian sebagai
berikut:

a. Perubahan Target dany atau Trajechory IKL

Indedes kualitas bedanja pusat dan
daecrah

Indedes inBegritas organisasi

Indedes efektivitas kebgakan belanja
nicgara

Fasio TED vang berbasis kinerja
terhadap TKD

Milad Kinetja Regulasi Prioritas
Persentase Formula Indikator Daya
Saing dalam Pengalokasian Insentif
Fiskal

Persentase rekomendast BPK atas LEKPT
dan LK BUN yvang telah ditindaklanjubi
Indedkes Pengawasan Kerasipan Internal

Tingkat Kualitas Mondtoring DDIOKEK

Jakarta, 26 [uni 2024

Dirckiur Jenderal Perimbangan Kesangan, Drekiur Dana Desa, Insentif, Ctonomi
Khusies dan Kedstimewaan

Luky Alfirman Jaka Swucipta
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ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAL

Pada hari ink. telah disepakati adanva adendum atas Sasaran Kinena Pegawail Direktur Diana Desa, Insenkif, Otonoamd Khuses, dan Kedstimewaan
Taboen 2024 tanggal 31 Januard 2024, dengan rincian sebagai berikat

Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Indeks kunalitas belanja pusat dan dacrah

Rasio TKL} yvang berbasis kinerja terhadap TED

Milai Kinerja Regulasi Prioritas

b. Perubshan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawad
Skema pertangiunggjawaban
1. Hasil kerja dilaporkan secara trivvalaman

Indeks kualitas belanga pusat dan
daerah.
Indeks integritas orpandsasi

Indeks efektivitas kebijakan belanja
negara

Racia TED vang berbasic kinerja
ferhadap TEIX

Milai Kinerja Regulasi Prioritas

Persentase Formuala Indikator Dava
Saing dalam Pengalokasian Insenbif
Fiskal

Persentase rekomendasi BPK atas
LEFP dan LK BUMN yang telak
ditindaklanguti

Indeks Pengawasan Kerasipan

Inbernal
Tingkat Ksalitas Moniborng
DOOECE

Jakarta, 26 Jumi 2004

Pejabat yvang Dinilai, Pejabat Pendlai Kinerja,

Jaka Sucipta Luky Alfirman
19T L O 1 SO (L pLEA ey Lot e T e
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LAMPIRAN II - Formulir Pengukuran Kinerja 2024

Formulir Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi

Tahun Anggaran

: Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan
12024

Pencapaian Kinerja Direktorat DDIOKK 2024

1O |

STAKEHOLDER FPERSPECTIVE [Z0%) 108,35
1 Balam|a Negara yang Esrkesit=s oan akuntabsl 10955
1a— CP rchesbos Hocalitas Bedanjs Posst dam Daecash a4 Ha 94,65 112,558
1 =P el | ntesgritaes Chrganisssi 104 TOHD 10E, 02 1OHE, O
CUSTONMER PERSPECTIVE [20%]) 102,25
2. Kebl]akan Makal yang skapansil konasolldsHr 103, 558
Za- CH ek i q 1 Bebanja b | a5 | an | T A5 10Z, &3
= Alokasl Balan|as Pusat dan THED yang Tapat dan Ssourntsned 101,862
Ba - o Rasic THID yamng berbases Kinerga THID | A% | TAa% | 7.55 101, 562
INTERMAL PROCESS PERSPECTIVE [25%) 103,40
4. Fommulasd kebljakan fMak=l yang aptimal 120
£a - S Fliksi Kinerja Regulasi Priod e | a5 | a5. | 114, 7 120
5. f1r Bagl D 1 yErg orong Daya Salng 140
Sa— M Paserase Formmula Irdiessor Do Saing dalam 12%% 12%5 13, 2%% 110
Erergmslokorsiam Irsertid Fiskcoal
(= Sinengl Persncanasn dan Pengangparan Belan]s Poemsnintan Pesst dan THD 1D
Ha - CF Tingkat Smbronisssi  Persocosnoosn Peogenggaran | 10085 100 100 104
Belanjs Permerintab Pusst e THRID
7. Pamgencallan ¢an pengswaean Intermal yang barniksl tambah 107,59
Ta L= Persentass rekomencdasi BFF atas LKPF o LR BIUR 91 91% 91,67 TOHD, T2
kg belab diirndakdariurs
T = Parsercane mborerndasi bl Pengorecrson ETAERL] GRS SH%: 1M 10Z, 02
sy teed by clitireckabd oo
T =R~ ek Per 1 1 brnber el a1 a1 118,558 1240
LEARMING & SROWTH PBERSPECTITVE (255%) 115,61
& Cerganiaasd dan 20 yang berkinscas tngol 116 &5
Ha P ek arfekti ] m 1 120 120
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2b-N Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK 25 25 96,7 113,76

09.00 Pengelolaan keuangan dan BMN yang Akuntabel 110,93

9a-_N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 9550% | 9550% | 10594% 110,93
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LAMPIRAN Il - Penandatanganan Perjanjian
Kinerja dan Pakta Integritas 2024
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